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Hotel yang sesuai dengan prinsip syariah adalah hotel yang dalam 
menyediakan jasa pelayanan penginapan, makan dan minum serta jasa lainnya 
bagi umum, dikelola secara komersial, serta memenuhi ketentuan persyaratan. 
Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui penerapan nilai syariah dan 
mengkaji kendala bisnis yang di hadapi dalam kegiatan perhotelan di tinjau dari 
hukum bisnis. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) 
dengan metode pendekatan empiris dan data yang akan di analisis dengan metode 
kualitatif. Hasil penelitian ini antara lain : (1) Dalam operasional dan praktik 
pengelolaan Pessona Hotel sudah sesuai dengan Penerapan Nilai Syariah Dalam 
Kegiatan Perhotelan, dimana Pessona Hotel pengelolaannya dilakukan dengan 
baik dengan cara sangat selektif dalam memilih tamu dan menghindarkan hal-hal 
yang dilarang oleh syara terutama dalam pengelolaan fasilitas dan operasional (2) 
Kendala bisnis yang dihadapi dalam penerapan nilai syariah dalam kegiatan 
perhotelan ialah dalam mendirikan hotel syariah secara Peraturan Menteri 
Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 
tentang Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah, belum bisa dikatakan 
Usaha Bisnis Syariah secara resmi maupun secara legal di karenakan belum 
terdaftarnya hotel dalam peraturan bisnis usaha Syariah sehingga tidak adanya 
Badan yang mengawasi serta menjamin dapat terjalannya prinsip-prinsip syariah 
secara benar dan konsisten. 





 Hotels that are in accordance with sharia principles are hotels that 
provide lodging, food and drink services and other services for the public, are 
managed commercially, and meet the requirements. The purpose of this study is to 
determine the application of sharia values and examine the business constraints 
faced in hospitality activities in terms of business law. This type of research is 
field research with an empirical approach and the data will be analyzed using 
qualitative methods. The results of this study include : (1) In the operations and 
management practices of Pessona Hotel, it is in accordance with the Application 
of Sharia Values in Hospitality Activities, where Pessona Hotel is managed well 
by being very selective in choosing guests and avoiding things that are prohibited 
by syara, especially in management of facilities and operations (2) The business 
constraint faced in the application of sharia values in hotel activities is the 
establishment of sharia hotels according to the Regulation of the Minister of 
Tourism and Creative Economy of the Republic of Indonesia Number 2 of 2014 
concerning Guidelines for the Implementation of Sharia Hotel Businesses, it 
cannot be said that Sharia Business Business is officially and legally because the 
hotel has not been registered in the Sharia business regulations so that there is no 
Agency that oversees and guarantees the implementation of sharia principles 
correctly and consistently. 
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A. Latar Belakang Masalah 
Hotel adalah suatu perusahaan yang dikelola oleh pemiliknya dengan 
menyediakan pelayanan makanan, minuman dan fasilitas kamar untuk tidur 
kepada orang-orang yang sedang melakukan perjalanan. Dalam kondisi 
perekonomian saat ini sektor pariwisata memegang peranan penting dalam 
penerimaan devisa negara dari sektor non migas. Salah satu industri 
pariwisata yang menjual jasa dan pelayanan adalah perhotelan. 
Usaha perhotelan merupakan usaha yang bergerak dalam jasa 
akomodasi, yang dikelola secara komersial, serta memenuhi ketentuan dan 
persyaratan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah mengenai Ketentuan 
Usaha Bidang Perhotelan, pada Bab VII Pasal 24 ayat (1), dijelaskan sebagai 
berikut: Dalam menjalankan usaha hotel, pimpinan hotel wajib untuk: (a) 
Memberi perlindungan kepada para tamu hotel; (b) Menjaga martabat hotel, 
serta mencegah penggunaan hotel untuk perjudian, penggunaan obat 
terlarang, kegiatan-kegiatan yang melanggar kesusilaan, keamanan dan 
ketertiban umum. 
Dari ketentuan itu, dapat dipahami bahwa hotel pada dasarnya 





berkewajiban untuk melarang hal atau tindakan yang akan melanggar 
kesusilaan serta tindak kejahatan secara umum. Namun karena 
kecenderungan nafsu hedonis, ketetapan yang sedemikian baik ini diabaikan, 
beralih pada praktek yang bertolak belakang dengan ketentuan pemerintah 
itu, dan dari sisi agama menjadi bernilai maksiat. 
Hotel yang sesuai dengan prinsip syariah adalah hotel yang dalam 
menyediakan jasa pelayanan penginapan, makan dan minum serta jasa 
lainnya bagi umum, dikelola secara komersial, serta memenuhi ketentuan 
persyaratan Seluruh komponen kriteria persyaratan teknis operasional hotel, 
dari mulai hal-hal yang kecil seperti informasi apa yang harus tersedia di 
concierge, perlengkapan istinja’ yang harus tersedia di public toilet, penyajian 
makanan dan minuman sampai pada reception policy and procedure pada 
front office harus dipastikan semua memenuhi ketentuan syariah. 
Salah satu hotel di Kota Tegal yang menggunakan syariah sebagai 
landasan pengelolaannya adalah Pessona Hotel yang dalam kegiatan 
operasionalnya terikat dengan ketentuan-ketentuan Syariah Islam. Setiap 
kamar di hotel ini menyediakan perabot lengkap seperti pada umumnya 
kamar hotel, disamping itu disetiap kamar juga disediakan sajadah, Al- 
Qur’an juga perangkat sholat lainnya. Pessona Hotel mudah dijangkau dari 
semua interaksi turis dan alamat bisnis di Kota Tegal karena lokasinya berada 





Salah satu indikasi bahwa Pessona Hotel menggunakan dasar syariah 
adalah Pessona Hotel menolak praktik menggelembungkan anggaran dengan 
menuliskan nominal lebih besar dari kenyataan di kwitansi. Ini kerap 
dilakukan tamu kolektif, misalnya dari kalangan birokrasi atau swasta yang 
hendak menyewa ruangan atau kamar di sana. Fasilitas Ibadah juga tersedia 
di hotel, seperti Masjid yang tersedia di samping hotel. Busana yang dipakai 
karyawan Pessona Hotel juga sudah mencerminkan busana yang muslim dan 
muslimah. 
Salah satu faktor pertimbangan pemilihan hotel yang dilakukan oleh 
masyarakat selain sebagai tempat istirahat (tidur) adalah image yang muncul 
atas hotel tersebut. Image negatif atas hotel tertentu sering menjadi 
perbincangan masyarakat luas, yang berhubungan dengan penawaran 
pelengkap atas manfaat inti yang ditawarkan, yaitu produk tambahan dalam 
wujud diskotik, bar, night club, panti pijat maupun kantin. Di sisi lain, image 
hotel di daerah wisata dan industri sangat dekat dengan dunia hiburan malam 
maupun perzinahan. Kondisi ini berdampak pada tingkat kehati-hatian dari 
para tamu dari keluarga baik-baik yang berwisata bersama keluarga di dalam 
memilih hotel. 
Menteri pariwisata dan telekomunikasi memberikan pengertian, hotel 
adalah salah satu jenis akomodasi yang mempergunakan sebagian atau 
seluruh bangunan untuk menyediakan jasa pelayanan penginapan, makan dan 
minum serta jasa lainnya bagi umum, yang dikelola secara komersial, serta 





menyatakan bahwa manajemen hotel wajib memberikan perlindungan kepada 
para tamu, menjaga martabat, serta mencegah penggunaan hotel untuk 
perjudian, penggunaan obat terlarang, kegiatan-kegiatan yang melanggar 
kesusilaan, keamanan dan ketertiban umum. 
Keputusan Menteri tersebut, menunjukkan bahwa penawaran jasa 
hotel pada dasarnya tidak menyimpang dari tuntunan agama Islam, namun 
dalam pelaksanaannya terjadi banyak penyimpangan serta tidak ada tindakan 
nyata dari pemerintah. Kondisi ini memunculkan peluang bisnis bagi pemilik 
atau pengelola hotel yang ingin memperbaiki image negatif yang menerpa 
usaha perhotelan, dengan cara mendirikan hotel syariah. Dengan 
memunculkan nama syariah, tentunya ada beberapa konsekuensi yang harus 
dilakukan oleh manajemen guna mengaplikasikan larangan yang ada di dalam 
Al-Qur’an dan Hadis. 
Terkait pelayanan terhadap konsumen, Islam juga mengganggap 
sebagai hal yang sangat penting. bahwa etika konsumsi dalam ekonomi Islam 
tidak lepas dari lima prinsip dasar meliputi: Prinsip Keadilan, Prinsip 
Kebersihan, Prinsip Kesederhanaan, Prinsip Kemurahan Hati, dan Prinsip 
Moralitas. Oleh karena itu, kelima prinsip dasar etika tersebut menjadi sangat 
penting pula dalam memberikan pelayanan terhadap konsumen dalam bisnis 
perhotelan syariah. 
Kemudian dalam aspek pengelolaan, setiap usaha pasti membutuhkan 





Pengelolaan pada dasarnya merupakan pengendalian dan pemanfaatan semua 
sumber daya yang menurut suatu perencanaan diperlukan untuk atau 
menyelesaikan suatu tujuan tertentu. pengelolaan sama dengan manajemen, 
yaitu penggerakan, pengorganisasian dan pengarahan usaha manusia untuk 
memanfaatkan secara efektif material dan fasilitas untuk mencapai tujuan 
tertentu. 
B. Perumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang tersebut di atas maka dapat diidentifikasikan 
permasalahan sebagai berikut : 
1. Bagaimana Penerapan Nilai Syariah Dalam Kegiatan Perhotelan Di 
Tinjau Dari Hukum Bisnis? 
2. Bagaimana kendala bisnis yang dihadapi dalam Penerapan Nilai Syariah 
Dalam Kegiatan Perhotelan? 
C. Tujuan Penelitian 
Adapun yang menjadi tujuan peneliti ini antara lain: 
1. Untuk mengetahui Penerapan Nilai Syariah Dalam Kegiatan Perhotelan 
Di Tinjau Dari Hukum Bisnis. 
2. Untuk mengkaji kendala bisnis yang dihadapi dalam Penerapan Nilai 








D. Manfaat Penelitian 
Adapun manfaat dari penelitian ini antara lain: 
1. Manfaat Teoritik 
Hasil penelitian ini di harapkan mampu memberikan sumbangan 
keilmuan dan pengetahuan terutama terkait dengan bisnis syariah dalam 
sebuah lembaga atau gambaran yang lebih jelas bagaimana pedoman 
pelaksanaan penyelenggaraan usaha hotel syariah. 
2. Manfaat Praktis 
praktisi perhotelan agar dapat mengembangkan usahanya lebih baik lagi, 
terutama perhotelan syariah agar dapat mengembangkan pariwisata 
syariah di Indonesia. 
E. Originalitas Penelitian 
Penelitian mengenai hotel syariah pada khususnya sangat jarang 
ditemukan. Pada tataran wilayah Tegal, dari pencarian yang dilakukan oleh 
penulis, belum ada tesis maupun jurnal yang membicarakan mengenai hotel 
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F. Kerangka Teori 
1. Teori Perlindungan Konsumen 
Prinsip-prinsip mengenai kedudukan konsumen dalam hubungan 
dengan pelaku usaha berdasarkan doktrin atau teori yang dikenal dalam 
perkembangan sejarah hukum perlindungan konsumen, antara lain : 
a. Let the buyer beware (caveat emptor) Doktrin let the buyer beware 
atau caveat emptor merupakan dasar dari lahirnya sengketa dibidang 
transaksi konsumen. Asas ini berasumsi bahwa pelaku usaha dan 
konsumen adalah dua pihak yang sangat seimbang, sehingga 
konsumen tidak memerlukan perlindungan. Prinsip ini mengandung 
kelemahan, bahwa dalam perkembangan konsumen tidak mendapat 
informasi yang memadai untuk menentukan pilihan terhadap barang 
dan/atau jasa yang dikonsumsinya. Hal tersebut dapat disebabkan 
oleh keterbatasan pengetahuan konsumen atau ketidakterbukaan 
pelaku usaha terhadap produk yang ditawarkannya. Dengan 
demikian, apabila konsumen mengalami kerugian, maka pelaku 
usaha dapat berdalih bahwa kerugian tersebut akibat dari kelalaian 
konsumen sendiri. 
b. The due care theory Doktrin ini menyatakan bahwa pelaku usaha 
mempunyai kewajiban untuk berhati-hati dalam memasarkan 
produk, baik barang maupun jasa. Selama pelaku usaha berhati-hati 
dengan produknya, maka ia tidak dapat dipersalahkan. Pada prinsip 





membuktikan. Hal ini sesuai dengan jiwa pembuktian pada hukum 
privat di Indonesia yaitu pembuktian ada pada penggugat, sesuai 
dengan pasal 1865 BW yang secara tegas menyatakan bahwa 
barangsiapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak atau untuk 
meneguhkan haknya atau membantah hak orang lain, atau menunjuk 
pada suatu peristiwa, maka diwajibkan mebuktikan adanya hak atau 
peristiwa tersebut. 
c. The privity of contract Doktrin ini menyatakan pelaku usaha 
mempunyai kewajiban untuk melindungi konsumen, tetapi hal itu 
baru dapat dilakukan jika diantara mereka telah terjalin suatu 
hubungan kontraktual. Pelaku usaha tidak dapat disalahkan diluar 
hal-hal yang dperjanjikan. Dengan demikian konsumen dapat 
menggugat berdasarkan wanprestasi. Hal ini sesuai dengan ketentuan 
dalam pasal 1340 BW yang menyatakan tentang ruang lingkup 
berlakunya perjanjian hanyalah antara pihak-pihak yang membuat 
perjanjian saja.6  
Perlindungan konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama 




                                                             





a. Asas Manfaat 
Adalah segala upaya dalam menyelenggarakan perlindungan 
konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi 
kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan. 
b. Asas Keadilan 
Adalah memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha 
untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara 
adil. 
c. Asas Keseimbangan 
Adalah memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, 
pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materiil maupun spiritual. 
d. Asas Keamanan dan Keselamatan Konsumen 
Adalah untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan 
kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan 
barang dan atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan. 
e. Asas Kepastian Hukum 
Adalah pelaku maupun konsumen mentaati hukum dan memperoleh 
keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen serta 
negara menjamin kepastian hukum.7 
2. Teori Kesejahteran 
Negara merupakan aktor pertama dan utama yang bertanggung 
jawab mencapai janji kesejahteraan kepada rakyatnya, terutama 
                                                             





memainkan peran distribusi sosial (kebijakan sosial) dan investasi 
ekonomi (kebijakan ekonomi) fungsi dasar negara adalah mengatur untuk 
menciptakan law and order dan mengurus untuk mencapai 
kesejahteraan/welfare.8 Menurut Bessant, Watts, Dalton dan Smith ide 
dasar negara kesejahteraan beranjak dari abad ke-18 ketika Jeremy 
Bentham (1748-1832) mempromosikan gagasan bahwa pemerintah 
memiliki tanggung jawab untuk  menjamin the greatest happiness (atau 
welfare) of the greatest number of their citizens. 
Bentham menggunakan istilah ‘utility’ (kegunaan) untuk 
menjelaskan konsep kebahagiaan atau kesejahteraan. Berdasarkan prinsip 
utilitarianisme yang ia kembangkan, Bentham berpendapat bahwa 
sesuatu yang dapat menimbulkan kebahagiaan ekstra adalah sesuatu yang 
baik. Sebaliknya, sesuatu yang menimbulkan sakit adalah buruk. 
Menurutnya, aksi-aksi pemerintah harus selalu diarahkan untuk 
meningkatkan kebahagian sebanyak mungkin orang. 
Gagasan Jeremy Bentham mengenai reformasi  hukum, peranan 
konstitusi dan penelitian sosial bagi pengembangan kebijakan sosial 
membuat ia dikenal sebagai “bapak kesejahteraan  negara” (father of 
welfare states). Konsep welfare state atau social service-state, yaitu 
negara yang pemerintahannya bertanggung jawab penuh untuk 
memenuhi berbagai kebutuhan dasar sosial dan ekonomi  dari setiap 
warga negara agar mencapai suatu standar hidup yang minimal, 
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merupakan anti–tesis dari konsep “negara penjaga malam” 
(Nachtwakerstaat)  yang  tumbuh  dan berkembang di  abad  ke  19. 
Di dalam negara penjaga malam atau negara  hukum dalam  arti  
sempit (rechtstaatin engere zin), pemerintah hanya mempertahankan dan 
melindungi social serta ekonomi berlandaskan asas “leissez faire, laissez 
aller”.9 
G. Metode Penelitian 
1. Jenis Penelitian 
Jenis penelitian tesis ini adalah penelitian lapangan (field research) adalah 
penelitian yang menggunakan data primer sebagai data utamanya. Sumber 
datanya dapat diperoleh melalui observasi, wawancara dan partisipasi. 
Penelitian ini merupakan penelitian lapangan karena penulis ingin 
mengetahui bagaimana penerapan nilai syariah dalam kegiatan bisnis 
perhotelan di Kota Tegal. 
2. Pendekatan Penelitian 
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 
empiris yaitu meninjau, melihat dan menganalisa masalah mengenai 
Penerapan Nilai Syariah Dalam Kegiatan Perhotelan Di Pessona Hotel 
Tegal. 
3. Spesifikasi Penelitian 
Spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini deskriptif analisis adalah 
suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi 
                                                             





gambaran terhadap objek yang di teliti melalui data atau sampel yang 
telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan 
membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum. Dengan kata lain 
penelitian deskriptif analisis mengambil masalah atau memusatkan 
perhatian kepada masalah-masalah sebagaimana adanya saat penelitian 
dilaksanakan, hasil penelitian yang kemudian diolah dan dianalisis untuk 
diambil kesimpulannya. 
4. Jenis dan Sumber Data 
Dalam penelitian empiris data yang digunakan diklasifikasikan menjadi 
dua jenis yakni primer dan sekunder. Adapun sumber data yang dipakai 
dalam penelitian ini meliputi: 
a. Data Primer 
Data dalam penelitian ini maka peneliti akan mewawancarai pihak 
yang berperan langsung dan Observasi dalam Penerapan Nilai Syariah 
Dalam Kegiatan Perhotelan yang dilakukan oleh Pessona Hotel Tegal. 
b. Data Sekunder 
Data sekunder terdiri dari 3 macam yaitu: 
1) Bahan-bahan hukum primer yang terdiri dari: 
a. Undang–Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999 
b. Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Republik 
Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 
2) Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan yang memberi penjelasan 





a. Berbagai buku yang berkaitan dengan masalah yang di teliti. 
b. Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penerapan nilai 
syariah dalam kegiatan perhotelan 
3) Bahan Hukum Tersier yaitu bahan hukum yang memberikan 
petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan 
sekunder terdiri dari Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa 
Indonesia dan lain-lain. 
5. Metode Pengumpulan Data 
Data–data yang diperoleh dalam penelitian ini dikumpulkan dengan cara: 
a. Data Primer 
1. Wawancara dengan karyawan staff Pessona Hotel Kota Tegal 
tentang penerapan nilai syariah dalam Kegiatan Perhotelan Di 
Tinjau Hukum di Pessona Hotel Kota Tegal 
2. Observasi adalah kegiatan pengamatan terhadap obyek penelitian 
untuk memperoleh keterangan data yang akurat mengenai hal-hal 
yang diteliti berkaitan dengan penerapan nilai syariah dalam 
Kegiatan Perhotelan Di Tinjau Hukum di pessona Hotel Kota 
Tegal 
b. Data Sekunder 
Data yang diperoleh dari studi pustaka yang berupa bahan tertulis 
seperti jurnal, perundang-undangan, dan buku yang berhubungan 






6. Metode Analisis Data 
Menurut Bogdan dan Biklen, Analisis Data Kualitatif yaitu upaya yang 
dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, 
memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, 
mensintetiskannya, mencari serta menemukan pola, menemukan apa yang 
penting, apa yang dipelajari, serta memutuskan apa yang dapat diceritakan 
kepada orang lain.10 Miles dan Huberman mengemukakan tiga tahapan 
yang harus dikerjakan dalam menganalisis data penelitian kualitatif, ialah: 
(1) reduksi data (data reduction); (2) Paparan data (data display); dan (3) 
penarikan kesimpulan dan verivikasi (conclusion Drawing/verivying).11 
H. Sistematika Penelitian 
BAB I: PENDAHULUAN 
Pada bab ini menjelaskan tentang Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan 
Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan. 
BAB II: TINJAUAN PUSTAKA 
Berisi uraian yang menjelaskan tentang Pengertian Hukum Bisnis, Pengertian 
Perlindungan Konsumen, Asas Dan Tujuan Perlindungan Konsumen,Hak 
Kewajiban Konsumen dan Hak Kewajiban Pelaku Usaha. 
BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
Berisi pembahasan tentang Penerapan Nilai Syariah Dan Kendala Yang Di 
Hadapi Dalam Kegiatan Perhotelan Di Tinjau Dari Hukum Bisnis. 
BAB IV: PENUTUP 
Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran. 
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A. Hukum Bisnis 
Secara konvensional, dalam dunia ilmu hukum, khususnya yang 
berkenaan dengan masalah bisnis yang banyak dibicarakan orang hanyalah 
“Hukum Dagang” semata-mata. Istilah “Hukum Dagang” disebut juga 
“Hukum Perniagaan” (Comercial Law) dan ada juga yang menyebut “Trade 
Law”.12 Istilah Hukum Dagang dimaksud biasanya mengacu kepada 
ketentuan-ketentuan yangada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang 
(KUHD) mengacu kepada ketentuan-ketentuan tersebar dimana-mana yang 
menyangkut dengan dan perdagangan tetapi tidak diatur dalam KUHD, 
misalnya ketentuan tentang pasar modal, penanaman modal, jual beli 
komersial, HAKI, Kepailitan, perdagangan Internasional dan lain sebagainya. 
Karena itu, kesemua bidang tersebut tidak dapat terjangkau dengan istilah 
“Hukum Dagang” tetapi dapat dijangkau dengan istilah “Hukum Bisnis”. 
Sementara dengan istilah “Hukum Bisnis” (Business Law) merupakan 
istilah yang sudah sangat popular dan sering kali dipakai, bukan saja dalam 
dunia hukum yang bersifat nasional tetapi juga kalangan internasional. Bukan 
saja dipakai dalam praktek bisnis tetapi juga dalam akademisi. Dari istilah 
hukum bisnis itu dapat dijelaskan bahwa hukum bisnis itu tidak lain 
merupakan hukum yang berkenaan dengan suatu “Bisnis”. Bisnis itu secara 
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umum berarti suatu kegiatan dagang, industri atau keuangan. Semua kegiatan 
itu dihubungkan dengan produksi dan pertukaran barang atau jasa serta 
urusan-urusan keuangan yang bertalian dengan kegiatan bisnis.13 Bisnis dapat 
pula diartikan sebagai perusahaan komersial, profesi atau perdagangan yang 
didirikan dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan.14 
Hukum Bisnis juga diartikan sebagai suatu perangkat kaidah hukum 
yang mengatur tentang tata cara pelaksanaan urusan atau kegiatan dagang, 
industri, atau keuangan yang dihubungkan dengan produksi atau pertukaran 
barang atau jasa dengan menempatkan uang dari pra entrepreneur dalam 
resiko tertentu dengan usaha tertentu dengan motif adalah untuk mendapatkan 
keuntungan tertentu.15 
B. Perlindungan Konsumen 
Perlindungan konsumen merupakan bagian tak terpisahkan dari 
kegiatan bisnis yang sehat. Dalam kegiatan bisnis yang sehat terdapat 
keseimbangan perlindungan hukum antara konsumen dengan produsen. Tidak 
adanya perlindungan yang seimbang menyebabkan konsumen berada pada 
posisi yang lemah. 
Menurut Troelstrup, konsumen pada dasarnya memiliki posisi tawar 
yang lemah dan terus melemah, hal ini disebabkan:16 
a. Terdapat lebih banyak produk, merek, dan cara penjualannya; 
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b. Daya beli konsumen makin meningkat; 
c. Lebih banyak variasi merek yang beredar di pasaran, sehingga belum 
banyak diketahui semua orang; 
d. Model-model produk lebih cepat berubah; 
e. Kemudahan transportasi dan komunikasi sehingga membuka akses yang 
lebih besar kepada bermacam-macam pelaku usaha; 
f. Iklan yang menyesatkan; dan 
g. Wanprestasi oleh pelaku usaha. 
Posisi konsumen sangat lemah maka ia harus dilindungi oleh hukum. 
Salah satu sifat, sekaligus tujuan hukum adalah memberikan perlindungan 
(pengayoman) kepada masyarakat. Jadi, sebenarnya hukum konsumen dan 
hukum perlindungan konsumen adalah dua bidang hukum yang sulit 
dipisahkan dan ditarik batasnya. atau kaidah-kaidah yang bersifat mengatur, 
dan juga mengandung sifat yang melindungi kepentingan konsumen. 
Sedangkan hukum konsumen diartikan sebagai keseluruhan asas-asas dan 
kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai 
pihak atau satu sama lain berkaitan dengan barang dan/atau jasa di dalam 
kehidupan bermasyarakat.17 
Pada dasarnya, baik hukum konsumen maupun hukum perlindungan 
konsumen membicarakan hal yang sama, yaitu kepentingan hukum (hak-hak) 
konsumen. Bagaimana hak-hak konsumen itu diakui dan diatur di dalam 
hukum serta bagaimana ditegakkan di dalam praktik hidup bermasyarakat. 
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Dengan demikian, hukum perlindungan konsumen atau hukum konsumen 
dapat diartikan sebagai keseluruhan peraturan hukum yang mengatur hak-hak 
dan kewajiban-kewajiban konsumen dan produsen yang timbul dalam 
usahanya untuk memenuhi kebutuhannya. 
Pasal 1 angka 1 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen 
memberi pengertian perlindungan konsumen sebagai segala upaya yang 
menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada 
konsumen. Dengan demikian, jika perlindungan konsumen diartikan sebagai 
segala upaya yang menjamin adanya kepastian pemenuhan hak-hak 
konsumen sebagai wujud perlindungan kepada konsumen, maka hukum 
perlindungan konsumen tiada lain adalah hukum yang mengatur upaya-upaya 
untuk menjamin terwujudnya perlindungan hukum terhadap kepentingan 
konsumen. 
C. Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen 
“Asas adalah dasar atau sesuatu yang dijadikan tumpuan berpikir, 
berpendapat dan bertindak”.18 Asas-asas pembentuk peraturan perundang-
undangan berati dasar atau sesuatu yang dijadikan tumpuan dalam menyusun 
peraturan perundang-undangan. Asas-asas hukum merupakan fondasi suatu 
undang-undang dan peraturan pelaksanannya. Perlindungan konsumen 
diselenggarakan sebagai usaha bersama seluruh pihak yang terkait, 
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masyarakat, pelaku usaha, dan pemerintah berdasarkan lima asas, yaitu 
menurut Pasal 2 UUPK adalah:19 
1. Asas Manfaat 
Asas manfaat dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala 
upaya dalam penyelenggaraan perlindungan hukum bagi konsumen harus 
memberi manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan 
pelaku usaha secara keseluruhan; 
Asas ini mempunyai makna bahwa dalam menerapkan UUPK 
harus memberikan manfaat kepada pihak-pihak yang bersangkutan yaitu 
konsumen dan pelaku usaha sehingga, tidak ada satu pihak yang merasa 
kedudukannya lebih tinggi diantara yang lainnya. 
2. Asas Keadilan 
Asas Keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat 
diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada 
konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan 
melaksanakan kewajibannya secara adil; 
Asas keadilan mempunyai makna agar antara pelaku usaha dan 
konsumen masing-masing memperoleh keadilan dalam melakukan 
kewajiban dan keadilan dalam menerima hak-haknya, karena itu UUPK 
mengatur hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha. 
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3. Asas Keseimbangan 
Asas Keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan 
keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan 
pemerintah; 
Dengan adanya asas ini diharapkan antara kepentingan konsumen, 
pelaku usaha, dan pemerintah dapat terwujud secara seimbang. Tidak ada 
pihak yang merasa dirinya lebih dilindungi dari pihak lain. 
4. Asas Keamanan dan Keselamatan Konsumen 
Asas Keamanan dan Keselamatan Konsumen dimaksudkan untuk 
memberi jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen 
dalam 19 penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa 
yang dikonsumsi atau digunakan; 
Asas ini mempunyai makna adanya suatu jaminan atas keamanan 
dan keselamatan konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan 
pemanfaatan barang dan/atau jasa yang akan dimanfaatkan atau 
digunakan. Bahwa produk yang akan dimanfaatkan atau digunakan tidak 
akan mengancam ketentraman, keselamatan jiwa, dan harta bendanya. 
5. Asas Kepastian Hukum 
Asas kepastian hukum dimaksudkan agar baik pelaku usaha 
maupun konsumen mentaati hukum dan memperoleh keadilan dalam 
penyelenggaraan perlindungan hukum bagi konsumen, negara dalam hal 





Asas ini dimaksudkan agar baik konsumen dan pelaku usaha 
mentaati hukum yang berlaku dan melaksanakannya dalam kehidupan 
sehari-hari agar memperoleh keadilan. Oleh karena itu negara menjamin 
akan adanya kepastian hukum tersebut. 
Tujuan Perlindungan Konsumen, sebagaimana termaksud dalam 
ketentuan pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 
Perlindungan Konsumen bertujuan : 
a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk 
melindungi diri; 
b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara 
menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang dan/atau jasa; 
c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, 
dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen; 
d. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur 
kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk 
mendapatkan informasi; 
e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya 
perlindungan hukum bagi konsumen, sehingga tumbuh sikap yang jujur 
dan bertanggung jawab dalam berusaha; 
f. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin 
kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, 






D. Hak Kewajiban Konsumen 
Bagi para ahli hukum pada umumnya sepakat bahwa arti konsumen 
adalah pemakai terakhir dari benda dan jasa yang diserahkan kepada mereka 
oleh pengusaha. Dalam buku Az Nasution yang berjudul aspek–aspek hukum 
masalah perlindungan konsumen, istilah konsumen berasal dari bahasa 
consumer (Inggris–Amerika) ataupun consument (Belanda). Secara harafiah 
arti kata consumer adalah lawan dari produsen, setiap orang yang 
menggunakan barang.20 
Menurut Suharno, konsumen adalah pembeli atau pemakai barang dan 
atau jasa yang diperjual-belikan. Mereka membutuhkan perlindungan agar 
sebagai pembeli atau sebagai pemakai barang dan atau jasa tidak mengalami 
kerugian atau memperoleh bahaya.21 
Sri Redjeki Hartono, mengatakan bahwa setiap orang, pada suatu 
waktu, dalam posisi tunggal atau sendiri maupun berkelompok bersama orang 
lain dalam keadaan apapun pasti menjadi konsumen untuk suatu produk atau 
jasa tertentu.22 
Pengertian konsumen dalam arti umum adalah pemakai, pengguna dan 
atau jasa untuk tujuan tertentu.23 Sedangkan menurut Pasal 1 ayat (2) 
Undang–Undang No. 8 tahun 1999 konsumen adalah setiap orang pemakai 
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barang dan jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri 
sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk 
diperdagangkan. 
Berdasarkan pengertian diatas, subyek yang disebut sebagai konsumen 
berarti setiap orang yang berstatus sebagai pemakai barang dan jasa. Menurut 
Az. Nasution, orang yang dimaksud diatas adalah orang alami bukan badan 
hukum. Sebab yang memakai, menggunakan dan atau memanfaatkan barang 
dan atau jasa untuk kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun 
makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan hanyalah orang alami 
atau manusia.24 
Pengertian konsumen antara negara yang satu dengan yang lain tidak 
sama. Sebagai contoh, di Spanyol, konsumen diartikan tidak hanya individu 
(orang), tetapi juga suatu perusahaan yang menjadi pembeli atau pemakai 
terakhir. 
Istilah perlindungan konsumen berkaitan dengan perlindungan hukum, 
sehingga perlindungan konsumen pasti mengandung aspek hukum. Materi 
yang mendapatkan perlindungan itu bukan sekedar fisik saja melainkan 
kepada hak–hak yang bersifat abstrak. Jadi perlindungan konsumen sangat 
identik dengan perlindungan yang diberikan hukum terhadap hak–hak 
konsumen. 
Hak–hak konsumen yang ada dan diakui sekarang bermula dari 
perkembangan hak–hak konsumen yang ditegaskan dalam Resolusi PBB No. 
                                                             





39/248 Tahun 1985 tentang Perlindungan Konsumen dan direalisasikan di 
Indonesia dalam UUPK No. 8 Tahun 1999. 
Resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) No. 39/248 Tahun 1985 
tentang Perlindungan Konsumen juga merumuskan berbagai kepentingan 
Konsumen yang perlu dilindungi, meliputi : 
a. Perlindungan konsumen dari bahaya–bahaya terhadap kesehatan dan 
keamanannya; 
b. Promosi dan perlindungan kepentingan ekonomi sosial konsumen; 
c. Tersedianya informasi yang memadai bagi konsumen untuk memberikan 
kemampuan mereka melakukan pilihan yang tepat sesuai dengan 
kehendak dan kebutuhan pribadi; 
d. Pendidikan konsumen; 
e. Tersedianya upaya ganti rugi yang efektif. 
Istilah “perlindungan konsumen” berkaitan dengan perlindungan 
hukum. Oleh karena itu, perlindungan konsumen mengandung aspek 
hukum.Adapun materi yang mendapatkan perlindungan itu bukan sekedar 
fisik, melainkan terlebih-lebih hak-haknya yang bersifat abstrak. Dengan kata 
lain, perlindungan konsumen sesungguhnya identik dengan perlindungan 
yang diberikan hukum terhadap hak-hak konsumen.25 
Secara umum dikenal ada empat hak dasar konsumen, yaitu: 
1. Hak untuk mendapatkan keamanan (the right to safety); 
                                                             





2. Hak untuk mendapatkan informasi (the right to be informed); 
3. Hak untuk memilih (the right to choose); 
4. Hak untuk didengar (the right to he heard). 
Empat hak dasar ini diakui secara internasional. Dalam 
perkembangannya, organisasi-organisasi konsumen yang bergabung dalam 
The Internasional Organization of Consumers Union (IOCU) menambahkan 
lagi beberapa hak, seperti hak mendapatkan pendidikan konsumen, hak 
mendapatkan ganti kerugian, dan hak mendapatkan lingkungan hidup yang 
baik dan sehat. 
Sedangkan hak konsumen di Indonesia sebagaimana tercantum dalam 
Pasal 4 UUPK No. 8 Tahun 1999 adalah sebagai berikut : 
a) Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi 
barang dan/atau jasa; 
Hak ini mengandung arti bahwa konsumen berhak mendapatkan 
keamanan dari barang dan jasa yang ditawarkan kepadanya. Produk 
barang dan jasa itu tidak boleh membahayakan jika dikonsumsi sehingga 
konsumen tidak dirugikan baik secara jasmani dan rohani. Dalam barang 
dan/atau jasa yang dihasilkan dan dipasarkan oleh pelaku usaha beresiko 
sangat tinggi terhadap keamanan konsumen, maka pemerintah 





b) Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang 
dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan 
yang dijanjikan; 
Dalam mengkonsumsi suatu produk, konsumen berhak 
menentukan pilihannya. Ia tidak boleh mendapat tekanan dari pihak luar 
sehingga ia tidak lagi bebas untuk membeli atau tidak membeli. 
Seandainya ia jadi pembeli, ia juga bebas menentukan produk mana yang 
akan dibeli. 
c) Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan 
jaminan barang dan/atau jasa; 
Setiap produk yang diperkenalkan kepada konsumen harus disertai 
informasi yang benar. Informasi ini diperlukan agar konsumen tidak 
sampai mempunyai gambaran yang salah atas produk barang dan jasa. 
Informasi ini dapat disampaikan dengan berbagai cara, seperti secara 
lisan kepada konsumen, melalui iklan di berbagai media, atau 
mencantumkan dalam kemasan produk (barang). 
Menurut Troelstrup, konsumen pada saat ini membutuhkan banyak 
informasi yang lebih relevan dibandingkan dengan saat sekitar 50 tahun 
lalu. Karena alasannya, saat ini: (1) terdapat lebih banyak produk, merek, 
dan tentu saja penjualannya, (2) daya beli konsumen makin meningkat, 
(3) lebih banyak variasi merek yang beredar di pasaran, sehingga belum 
banyak diketahui semua orang, (4) model-model produk lebih cepat 





akses yang lebih besar kepada bermacam-macam prodesen atau 
penjual.26 
d) Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa 
yang digunakan; 
Hak yang erat kaitannya dengan hak untuk mendapatkan informasi 
adalah hak untuk didengar. Hal ini disebabkan informasi yang diberikan 
pihak yang berkepentingan seiring tidak cukup memuaskan konsumen. 
Untuk itu konsumen berhak mengajukan permintaan informasi 
lebih lanjut, pemerintah memberikan hak ini kepada konsumen, sehingga 
konsumen dapat turut berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan 
perdagangan. 
e) Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian 
sengketa perlindungan konsumen secara patut; 
Hak ini merupakan salah satu hak konsumen untuk mendapatkan 
keadilan. Sebab dengan adanya hak ini, konsumen akan mendapatkan 
perlindungan hukum yang efektif dalam rangka mengamankan 
implementasi ketentuan perlindungan konsumen dan menjamin keadilan 
sosial. Untuk mendapatkan hak ini dapat dilakukan dengan dua cara yaitu 
:27 
1. Melalui konsultasi hukum, baik yang dilakukan oleh organisasi 
konsumen atau instansi pemerintah yang mengurus perlindungan 
konsumen. 
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2. Melalui mekanisme tuntutan hukum secara kolektif (class action). 
f) Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen; 
Banyaknya konsumen yang dirugikan karena kurangnya kesadaran 
akan hak-haknya, Kesadaran akan hak tidak dapat dipungkiri sejalan 
dengan hukum. Makin tinggi tingkat kesadaran hukum masyarakat, 
makin tinggi penghormatannya pada hak-hak dirinya dan orang lain. 
Upaya pendidikan konsumen tidak selalu harus melewati jenjang 
pendidikan formal tetapi dapat melalui media massa dan kegiatan 
lembaga swadaya masyarakat. 
g) Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak 
diskriminatif; 
Penjelasan Pasal 4 huruf g UU Perlindungan Konsumen disebutkan 
hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak 
diskriminatif berdasarkan suku, agama, budaya, daerah, pendidikan, kaya 
miskin dan status sosialnya. 
Dalam kehidupan sehari-hari banyak pelaku usaha yang membeda-
bedakan konsumen dengan melihat status sosialnya. 
h) Hak untuk mendapatkan dispensasi, ganti rugi dan/atau penggantian jika 
barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau 
tidak sebagaimana mestinya; 
Apabila konsumen merasa kuantitas dan kualitas barang dan/atau 
jasa yang dikonsumsinya tidak sesuai dengan nilai tukar yang 





dan jumlah ganti kerugian itu tentu saja harus sesuai dengan ketentuan 
yang berlaku atau atas kesepakatan masing-masing pihak. 
i) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundangundangan 
yang lain. 
Dengan adanya hak ini semakin jelas bahwa UU Perlindungan 
Konsumen adalah undang-undang payung, maksudnya cakupan materi 
yang diatur sangat luas, sehingga diharapkan undang-undang lain yang 
berkaitan tidak bertentangan dengan UU Perlindungan Konsumen 
walaupun kedudukannya sederajat. Hak-hak konsumen yang diatur 
dalam peraturan lainnya, yaitu: 
1) Hak untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat 
Hak konsumen atas lingkungan yang baik dan sehat 
merupakan hak yang diterima sebagai salah satu hak dasar konsumen 
oleh berbagai organisasi konsumen di dunia. Lingkungan hidup yang 
baik dan sehat berarti sangat luas, dan setiap makhluk hidup adalah 
konsumen atas lingkungan hidupnya. Lingkungan hidupmeliputi 
lingkungan hidup dalam arti fisik dan lingkungan non fisik. 
Dalam pasal 6 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang 
Kesehatan dan pasal l5 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2009 tentang 
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, hak untuk 
mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat ini dinyatakan secara 





Hidup menyatakan,” setiap orang mempunyai hak yang sama atas 
lingkungan hidup yang sehat”. 
2) Hak untuk dilindungi dari akibat negatif persaingan curang 
Persaingan curang atau dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 
1999 disebut dengan “persaingan usaha tidak sehat” dapat terjadi 
jika seorang pengusaha berusaha menarik langganan atau klien 
pengusaha lain untuk memajukan usahanya atau memperluas 
penjualan atau pemasarannya dengan menggunakan alat atau sarana 
yang bertentangan dengan itikad baik dan kejujuran dalam pergaulan 
perekonomian. 
Walaupun persaingan terjadi antara pelaku usaha, namun 
dampak dari persaingan itu selalu dirasakan oleh konsumen. Jika 
persaingan antara pelaku usaha sehat, konsumen memperoleh 
keuntungan. Sebaliknya jika persaingan antara pelaku usaha tidak 
sehat konsumen pula yang dirugikan. Kerugian itu boleh jadi tidak 
dirasakan dalam jangka pendek tetapi cepat atau lambat pasti terjadi. 
Kewajiban konsumen sebagaimana tercantum dalam pasal 5 
UUPK No. 8 Tahun 1999 adalah sebagai berikut : 
1. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur 
pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi 
keamanan dan keselamatan; 






3. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati; 
4. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan 
konsumen secara patut. 
E. Hak Kewajiban Pelaku Usaha 
Untuk memberikan kepastian hukum dan kejelasan akan hak-hak dan 
kewajiban-kewajiban para pihak, UUPK telah memberikan batasan mengenai 
hak-hak dan kewajiban-kewajiban. Hak-hak dan kewajiban-kewajiban dari 
pelaku usaha sebagaimana diatur dalam Pasal 6 UUPK menjelaskan 
mengenai hak pelaku usaha adalah sebagai berikut: 
a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan 
mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang 
diperdagangkan; 
b. Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen 
yang beritikad tidak baik; 
c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian 
hukum sengketa konsumen; 
d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila tidak terbukti secara hukum 
bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa 
yang diperdagangkan. 






Kewajiban pelaku usaha sebagaimana tercantum dalam pasal 7 UUPK 
No. 8 Tahun 1999 adalah sebagai berikut : 
a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya; 
Dalam UUPK pelaku usaha diwajibkan beritikad baik dalam 
melakukan kegiatan usahanya, sedangkan bagi konsumen, diwajibkan 
beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau 
jasa. Dalam UUPK tampak beritikad baik lebih ditekankan pada pelaku 
usaha, karena meliputi semua tahapan dalam melakukan kegiatan 
usahanya. Dari adanya I’tikad baik pelaku usaha, maka pelaku usaha 
akan melakukan kewajiban-kewajiban yang lainnya, seperti 
memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur, melayani konsumen 
dengan benar, menjamin mutu barang/atau jasa yang diproduksi, dan 
lain sebagainya. 
b. Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi 
dan jaminan barang dan/atau jasa, serta memberikan penjelasan 
penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan; 
c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur, serta 
tidak diskriminatif; Pelaku usaha dilarang membeda-bedakan konsumen 
dalam memberikan pelayanan. Pelaku usaha dilarang membeda-
bedakan mutu pelayanan kepada konsumen. 
d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau 
diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau 





e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau 
mencoba barang dan/atau jasa tertentu, serta memberi jaminan dan/atau 
garansi atas barang yang dibuat dan/atau diperdagangkan; Yang 
dimaksud dengan barang dan/atau jasa tertentu adalah barang yang 
dapat diuji atau dicoba tanpa mengakibatkan kerusakan atau kerugian. 
f. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau jasa penggantian barang 
dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan 
perjanjian. 
Dengan adanya hak dan kewajiban pelaku usaha, maka didalam UUPK 
juga diatur larangan bagi pelaku usaha. Ketentuan mengenai perbuatan yang 
dilarang bagi pelaku usaha diatur dalam Pasal 8–17 UUPK. Ketentuan-
ketentuan ini kemudian dapat dibagi kedalam 3 kelompok, yakni: 
1) Larangan bagi pelaku usaha dalam kegiatan produksi (Pasal 8). 
2) Larangan bagi pelaku usaha dalam kegiatan pemasaran (Pasal 9–16). 
3) Larangan bagi pelaku usaha periklanan (Pasal 17). 
Terdapat 10 larangan bagi pelaku usaha sesuai dengan ketentuan Pasal 
8 ayat (1) UUPK, yakni pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau 
memperdagangkan barang dan/atau jasa yang: 
a) tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan 





b) tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam 
hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang 
tersebut; 
c) tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam 
hitungan menurut ukuran yang sebenarnya; 
d) tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran 
sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang 
dan/atau jasa tersebut; 
e)  tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, 
gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam 
label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut; 
f) tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, 
keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut; 
g)  tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu 
penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu; 
h) tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana 
pernyataan “halal” yang dicantumkan dalam label; 
i) tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat 
nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan 
pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku 
usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan 





j) tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang 
dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan 
yang berlaku. 
Tiap bidang usaha diatur oleh ketentuan tersendiri. Misalnya kegiatan 
usaha di bidang makanan dan minuman tunduk pada UU No. 7 Tahun 1996 
tentang Pangan. Selain tunduk pada ketentuan yang berlaku, pelaku usaha 
juga wajib memiliki itikad baik dalam berusaha. Segala janji-janji yang 
disampaikan kepada konsumen, baik melalui label, etiket maupun iklan 
harus dipenuhi. 
Selain itu, ayat (2) dan (3) juga memberikan larangan sebagai berikut: 
(2) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau 
bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan 
benar atas barang dimaksud. 
(3) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan 
yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa 
memberikan informasi secara lengkap dan benar. 
Ternyata cukup sulit untuk membedakan rusak, cacat dan tercemar. Jadi, 
rusak berarti benda tersebut sudah tidak dapat digunakan lagi. Cacat berarti 
benda tersebut masih dapat digunakan, namun fungsinya sudah berkurang. 
Sedangkan tercemar berarti pada awalnya benda tersebut baik dan utuh, 
namun ada sesuatu diluar benda tersebut yang bersatu dengan benda itu 





Ketentuan terakhir dari pasal ini adalah: 
(4) Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat (1) dan ayat (2) 
dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut serta wajib 
menariknya dari peredaran. 
Mengenai label halal Ajaran tegas Syariat Islam untuk menghindari 
hal-hal yang dilarang oleh Allah SWT dan melaksanakan apa saja yang 
diperintahkan membuat konsumen Muslim bukanlah konsumen yang 
sembarangan dalam pola konsumsinya. Maka para pelaku usaha harus 
melaksanakan kewajiban yang telah ditentukan agar memenuhi hak-hak 















HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Penerapan Nilai Syariah Dalam Kegiatan Perhotelan Di Tinjau Dari 
Hukum Bisnis 
Saluran pemasaran untuk jasa dapat diartikan sebagai lokasi. Lokasi 
merupakan letak tempat sebuah usaha didirikan. Untuk penawaran jasa, 
dimungkinkan pembukaan cabang guna mendekati calon pembelinya. Dalam 
pemilihan sebuah lokasi hotel, diperlukan pertimbangan secara cermat yang 
berhubungan dengan siapa segmen pasarnya. Letak strategis diperlukan agar 
tamu dari luar kota yang berkunjung ke Tegal bisa mendapatkan kemudahan 
menjangkau lokasi tujuan datang ke Tegal. Meskipun sarana transportasi sudah 
disediakan oleh pihak hotel, kadang tamu hotel lebih merasa bebas dengan 
menggunakan transportasi umum. Sehingga kemudahan mendapatkan 
transportasi umum menjadi pertimbangan pemilihan hotel. Pada umumnya 
lokasi hotel berada dekat dengan tempat-tempat hiburan, pariwisata, pusat 
perbelanjaan ataupun pusat kota. 
Pessona Hotel Tegal sendiri terletak di Jln. Gajah Mada No. 5 Kota 
Tegal Jawa Tengah. Lokasinya yang berada tepat dijalan raya utama pantura 
memudahkan wisatawan dalam mengakses tempat-tempat menarik disekitar 





berbagai tempat menarik disekitar kota Tegal dapat ditempuh dengan jarak 
hitungan menit saja, diantaranya:28 
a. Tiga menit akses menuju masjid Agung Kota Tegal. 
b. Tiga menit akses menuju pasar tradisonal Pasar Pagi Kota Tegal. 
c. Lima menit akses menuju Rumah Sakit Islam Harapan Anda Tegal 
d. Lima menit akses menuju pusat perbelanjaan Pasifik Mall dan Rita Mall 
Tegal 
e. Lima menit akses menuju Stasiun Kereta Api Tegal 
f. Tujuh menit akses menuju wisata Pantai Alam Indah Tegal 
g. Sembilan menit akses menuju terminal bus Kota Tegal 
Selain tempat-tempat diatas masih banyak lagi tempat yang dapat 
diakses dalam hitungan menit lainnya, namun estimasi waktunya dapat berubah 
sewaktu-waktu tergantung kondisi jalan. 
Visi dan misi merupakan suatu syarat wajib bagi berdirinya suatu 
perusahaan atau organisasi. Setiap perusahaan memiliki visi dan misi yang 
berbeda tergantung tujuan apa yang ingin dicapai oleh perusahaan tersebut. 
Visi sendiri dapat diartikan pandangan atau wawasan kedepan,29 atau dalam hal 
lain visi merupakan sebuah rencana yang akan dicapai oleh perusahaan di 
waktu yang akan datang. Visi sendiri bisa berupa pernyataan singkat dan jelas 
namun mencakup isi dari keseluruhan tujuan dan cita-cita perusahaan. 
                                                             
28Wawancara dengan Bapak Sigit Afrianto (Spv Marketing) Pessona Hotel Kota Tegal 
tanggal 22 desember 2020. 






Sedangkan misi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti tugas 
yang dirasakan seseorang sebagai suatu kewajiban untuk melakukannya demi 
agama, ideologi dan patriotisme.30 Dapat pula berarti kegiatan atau aktifitas 
yang mengarahkan perusahaan pada tujuan yang menjadi impian perusahaan 
tersebut. Pessona Hotel Tegal sebagai suatu bentuk perusahaan yang bergerak 
dibidang jasa juga memiliki visi dan misi tersendiri:31 
a. Visi Pessona Hotel Tegal Menjadi leading hotel di Tegal dan terkemuka 
disektor pariwisata dan akomodasi yang memilki kompetesi kuat untuk 
beroperasi dalam pasar global, dengan tidak menyimpang dari norma-
norma ke-Islaman. 
b. Misi Pessona Hotel Tegal Memberikan pelayanan prima bagi tamu yang 
melakukan perjalanan usaha, liburan, dan konferensi dikelas menengah 
dalam suasana serasa dirumah sendiri dengan keramah-tamahan Tegal 
yang profesional, berdasarkan manager system dengan tujuan 
mendapatkan keuntungan yang kompetitif sehingga memberikan benefit 
finansial dan non finansial bagi Karyawan dan stake holder. 
Organisasi adalah kesatuan (susunan dan sebagainya) yang terdiri atas 
bagian-bagian (orang dan sebagainya) dalam perkumpulan dan sebagainya 
untuk tujuan tertentu. Atau dapat pula diartikan kelompok kerja sama antara 
orang-orang yang diadakan untuk mencapai tujuan bersama.32 Suatu 
                                                             
30Ibid, h. 921. 
31Wawancara dengan Bapak Trias Nur Ismoyo, S.Psi (Human Resources 
Manager)Pessona Hotel Kota Tegal tanggal 30 januari 2021. 





perusahaan atau organisasi yang dalam penelitian ini adalah Pessona Hotel 
Tegal sudah pasti memiliki struktur yang menjadi acuan tugas tiap perorangan 
dalam perusahaan tersebut untuk menjalankan tugas dan kewajibannya sesuai 
dengan jabatan yang dipegang dalam perusahaan. Berikut adalah struktur 
oganisasi di Pessona Hotel Tegal : 
Adapun tugas dari masing-masing jabatan dalam struktur organisasi yang 
ada di Pessona Hotel Tegal yakni:33 
1) General Manager 
Tugas General Manager Pessona Hotel Tegal adalah sebagai berikut: 
a. Memimpin, membina dan mengkoordinasi seluruh tugas hotel sesuai 
dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku. 
b. Mengkoordinasi tugas para manager, sehingga tercipta kerjasama 
yang harmonis antara seluruh staf hotel. 
c. Melaksanakan fungsi-fungsi manajemen hotel secara terpadu, efesien, 
efektif dan kreatif. 
d. Mempertanggung jawabkan seluruh kegiatan hotel kepada Research & 
Development. 
2) Asst. Front Office Manager 
Tugas dari asst. front office manager yang ada di Pessona Hotel Tegal 
adalah: 
a. Menciptakan kepuasan tamu dan memberi kesan positif bagi tamu 
diarea kerjanya. 
                                                             





b. Menyeleksi, menempatkan, melatih dan mengevaluasi karyawan front 
office. 
c. Memastikan bahwa semua staff front office menguasai sistem 
komputer hotel, etika menerima telepon ,dan standar operasional 
dihotel. 
d. Menyambut tamu VIP. 
e. Menjaga keharmonisan kerja dengan penjualan dan pemasaran tentang 
harga kamar. 
f. Menangani keluhan tamu yang tidak bisa diselesaikan oleh 
bawahannya. 
g. Membuat laporan bulanan tentang daftar tamu, tingkat hunian maupun 
untung/rugi dibagian kantor depan. 
h. Meningkatkan kualitas dan prestasi bagi karyawan yang berprestasi 
dengan memberikan penghargaan. 
i. Menjaga kedisiplinan petugas kantor depan dengan memberikan 
peringatan atau sanksi bagi yang melanggar. 
j. Membuat budget tahunan, menganalisis operasi dan pendapatan hotel 
secara harian dari sisi pendapatan, rata-rata harga kamar. 
3) Front Office Supervisor 
Tugas dari front office supervisor yang ada di Pessona Hotel Tegal adalah: 
a. Membantu kelancaran tugas di front office dan menggantikan asst. 
front office manager ketika berhalangan dan mengkoordinir beberapa 





b. Membantu pekerjaan asst. front office manager dalam hal kontrol dan 
administrasi. 
c. Membuat jadwal kerja resepsionis ,driver, bell boy, dan operator 
telepon. 
d. Memantau operasional di front office. 
e. Mengarahkan dan mengawasi terhadap pekerjaan resepsionis dan 
concierge 
f. Menghadiri briefing pagi managemen hotel, mewakili asst. front 
office manager jika berhalangan hadir. 
g. Menangani keperluan tamu yang membutuhkan bantuan. 
4) Resepsionis 
Tugas dari resepsionis yang ada di Pessona Hotel Tegal adalah: 
a. Menangani registrasi tamu, memberikan pelayanan sebelum tamu 
menginap serta menangani check out tamu beserta pembayarannya. 
b. Menyambut tamu yang datang di front desk dengan ramah dan sopan. 
c. Mencatat dan memproses seluruh pemesanan kamar secara akurat 
sekaligus mempromosikan produk hotel serta menciptakan dan 
menjaga citra hotel yang baik melalui memberian pelayanan yang 
maksimal. 
d. Memproses perubahan pemesanan kamar. 
e. Menerima pemesanan kamar yang ada dalam daftar tunggu/ waiting 
list. 





g. Mencatat uang deposit tamu untuk menginap. 
h. Menghitung dan bertanggung jawab atas uang transaksi selama staff 
tersebut bertugas pada hari tersebut. 
i. Menjawab telepon yang masuk baik dari internal maupun external 
mentransfer langsung kesetiap extention yang dituju. 
j. Melayani menyambungkan telepon baik dari tamu/departemen lain. 
k. Mengetahui lay out hotel dan fasilitasnya. 
l. Menjaga privacy tamu kamar dalam hal memberikan informasi 
terhadap tamu luar. 
m. Melaksanakan tugas lain sesuai arahan dan perintah dari atasan. 
5) Bell Boy 
Tugas dari bell boy yang ada di Pessona Hotel Tegal adalah: 
a. Membantu tamu dalam hal menangani barang bawaan mereka luggage 
delivery dan luggage down. 
b. Menurunkan bawaan tamu dari mobil. 
c. Membawakan barang tamu yang akan check in. 
d. Mengantarkan barang tamu sesuai dengan nomor kamarnya. 
e. Membantu membawakan barang tamu yang akan check out dari 
kamar ke lobby selanjutkan ke kendaraan tamu. 
f. Menyimpan barang tamu dengan tanda khusus (luggage tag). 
6) Sous Chef 
Tugas dari sous chef di Pessona Hotel Tegal adalah sebagai berikut: 





b. Membuat standart recipe beserta food cost nya. 
c. Membuat purchase order (bahan-bahan yang diperlukan). 
d. Mengawasi operational kitchen terutama pada saat hotel atau 
restaurant buka 
7) Asst. Sales Marketing Manager 
Tugas dari asst. sales marketing manager yang ada di Pessona Hotel Tegal 
adalah: 
a. Menyeleksi, menempatkan, melatih dan mengevaluasi karyawan 
marketing. 
b. Memastikan bahwa semua staff marketing menguasai sistem 
komputer hotel, etika menerima telepon ,dan standar operasional 
dihotel. 
c. Menjaga keharmonisan kerja dengan penjualan dan pemasaran tentang 
harga kamar. 
d. Menangani keluhan tamu yang tidak bisa diselesaikan oleh 
bawahannya. 
e. Meningkatkan kualitas dan prestasi bagi karyawan yang berprestasi 
dengan memberikan penghargaan. 
f. Menjaga kedisiplinan staff marketing dengan memberikan peringatan 
atau sanksi bagi yang melanggar. 
8) Marketing Spv 





a. Mengkordinir marketing, agar dapat meningkatkan tingkat penjualan 
dan apakah penjualan sesuai dengan target. 
b. Membantu marketing dan memberikan pelatihan dalam mencari, 
melayani dan memaintain konsumen. 
c. Membantu mengatasi permasalahan marketing dan ikut melakukan 
atau mendampingi presentasi marketing jika diperlukan. 
d. Membuat strategi-strategi penjualan dan mensosialisasikan kepada 
marketing. 
e. Memberikan laporan penjualan marketing baik itu mingguan, bulanan 
atau tahunan. 
f. Memonitoring aktivitas marketing. 
g. Memonitoring penjualan dan pembayaran customer dari marketing. 
h. Menentukan pemberian diskon produk kepada marketing dengan 
persetujuan dari asst. sales marketing manager terlebih dahulu. 
i. Mensosialisasikan dan memberitahu informasi mengenai penjualan 
yang baru kepada marketing. 
9) Executive Housekeeper 
Tugas executive housekeeper Pessona Hotel Tegal adalah sebagai berikut: 
a. Mengkoordinir seluruh section yang berada dalam organisasi 
housekeeping department. 
b. Membuat planning strategy perubahan atau penggantian, penambahan 






c. Membuat dan mengajukan ilustrasi budget. 
d. Melakukan  evaluasi hasil kerja dan mencari metode-metode baru 
mengenai sistem kerja maupun alat-alat yang lebih efisien untuk 
mendapatkan hasil kerja yang maksimal. 
e. Melakukan obeservasi dan melakukan purchase request 
untukkebutuhan  barang-barang (alat-alat) keperluan housekeeping. 
f. Melakukan  kontrol dalam segi managing cost / penghematan tanpa 
mengurangi kualitas pelayanan. 
g. Melakukan inspeksi dengan metode on the spot cheking. 
h. Supervisi yang details dan critism  terhadap semua kegiatan 
operational . 
i. Analisa terhadap segala bentuk keluhan   dan action yang tepat dengan 
memberikan solusi yang baik. 
j. Coaching, Training untuk semua staff housekeeping. 
k. Melakukan internal meeting yang rutin untuk evaluasi  hasil kerja dan 
solving problem yang timbul. 
l. Secara periodik mengadakan analisa tentang pemakaian barang-
barang kebutuhan di department houskeeping. 
10) Housekeeping Spv 
Tugas Housekeeping Spv Pessona Hotel Tegal adalah sebagai berikut: 
a. Menerima laporan atau room status dari Front Office department. 
b. Membuat perencanaan , General cleaning, maintenance, special 





c. Mengevaluasi hasil kerja dan mencari metode-metode baru mengenai 
sistem kerja. 
d. Mengusulkan dan mengusahakan pengadaan alat-alat kerja yang 
effektif dan effisien dalam kegiatan housekeeping. 
e. Mengawasi dan membuat perencanaan mengenai penambahan asset, 
gardening termasuk budgetnya yang disesuaikan dengan room 
occupancy dan pengendaliannya. 
f. Melakukan controlling  dalam segi penghematan/ Managing cost. 
g. Random checking  di semua wilayah kegiatan 
housekeeping dan dengan metode  on the spot checking 
h. Mengawasi dengan details setiap pekerjaan yang dilakukan 
bawahannya  dengan tujuan membangun kualitas kerja yang baik. 
i. Menampung, menganalisa  setiap keluhan dari karyawan ataupun 
tamu danmelakukan tindakan-tindakan untuk solving problemnya. 
j. Menyelenggarakan training , coaching dan menthoring untuk semua 
staff housekeeping. 
k. Menyelenggarakan internal meeting dalam rangka evaluasi kerja. 
l. Membuat schedule dan log inventory peralatan housekeeping secara 
periodeik guna melakukan  analisa tentang pemakaian barang-barang 
kebutuhan di department houskeeping. 
11) Room Boy/ Room Attendant 






a. Bertanggung jawab atas kebersihan area umum yang dimiliki hotel. 
b. Membersihkan sampah yang ada ditempat sampah dalam lingkungan 
hotel. 
c. Menjaga kebersihan lorong-lorong dan setiap sudut hotel. 
d. Menjaga keindahan area umum hotel. 
12) Houseman/ Public Area 
Tugas houseman di Pessona Hotel Tegal adalah sebagai berikut: 
a. Melaksanakan kebersihan di seluruh hotel mulai dari office, ruang 
makan karyaawan, locker karyawan, area parkir dan sebagainya. 
b. Memelihara setiap perlegkapan atau peralatan yang digunakan untuk 
bekerja. 
c. Melaporkan segala kerusakan, kehilangan atau kejadian yang tidak 
semestinya kepada supervisor atau atasanya. 
d. Melaksanakan general cleaning. 
e. Mendistribusikan surat masuk ke departemen yang bersangkutan dan 
mengirim surat keluar. 
13) Asst. Accounting Manager 
Tugas Accounting Manager Pessona Hotel Tegal sebagai berikut: 
a. Mempersiapkan laporan bulan dan tahunan 
b. Mempersiapkan Daily Budget 
c. Melakukan validasi transaksi keuangan dan pajak 
d. Mengaplikasikan peraturan perpajakan dan keuangan perusahaan 





f. Mengelola data keuangan perusahaan 
g. Memahami prosedur OJK (Perusahaan Financial) 
14) Accounting SPV 
Tugas Accounting Pessona Hotel Tegal sebagai berikut: 
a. Menbuat laporan keuangan ( Neraca, R/L ) untuk diacckan oleh Asst. 
Accounting Manager 
b. Mengawasi pekerjaan Accounting dan bawahannya. 
c. Bertanggung jawab langsung kepada Asst. Accounting Manager. 
15) Accounting 
Tugas Accounting Pessona Hotel Tegal sebagai berikut: 
a. Bertanggung jawab atas pencatatan keuangan hotel. 
b. Mencatat setiap transaksi pemasukan dan pengeluaran hotel. 
c. Menyusun dan menyerahkan laporan keuangan pada direktur hotel. 
d. Merapikan dan menertibkan pencatatan keuangan hotel. 
e. Menyusun dan membuat laporan keuangan bulanan. 
16) Food And Beverage Manager 
Tugas Food And Beverage Manager Pessona Hotel Tegal sebagai berikut: 
a. Menetapkan menu apa saja yang akan disajikan, bagaimana cara 
menyajikannya, serta mengatur strategi penjualan agar dapat mencapai 
target omzet perusahaan. 
b. Melakukan analisis terhadap kompetitor usaha untuk mendapatkan 





c. Menyusun rincian anggaran untuk semua divisi yang berada di bawah 
naungannya seperti F&B production kitchen, F&B service, dan 
stewarding.  
d. Merumuskan peraturan-peraturan yang membuat nyaman dan 
menjamin kesejahteraan karyawan serta tidak merugikan perusahaan. 
e. Menjadi jembatan untuk berkomunikasi antara karyawan yang berada 
di level bawahnya dengan pimpinan tertinggi agar dapat 
menyampaikan aspirasi para tenaga kerja. 
f. Menciptakan hubungan kerja yang harmonis antar rekan di lapangan 
atau dengan pelanggan. 
17) Captain 
Tugas Captain Pessona Hotel Tegal sebagai berikut: 
a. Mengkoordinasikan kegiatan yang dilakukan antara bagian dapur, 
layanan, dengan bagian depan yang bertugas menjamu tamu. 
b. Membuat rencana kerja serta menilai bagaimana rencana tersebut 
dilaksanakan, untuk kemudian melaporkan hasilnya kepada direktur. 
c. Mengawasi inventaris fisik yang berada di lingkungan dapur, layanan, 
maupun depan. 
d. Mengevaluasi kinerja bawahannya. 
e. Membantu menangani permasalahan yang tidak dapat diatasi bagian 
bawah untuk dilaporkan kepada atasan. 
18) Waiter/ Waitress 





a. Bertanggung jawab melakukan table set up dengan peralatan yang 
bersih dan rapi. 
b. Melayani tamu dengan ramah, sopan santun dan cepat. 
19) Dish Washer 
Tugas dari dish washer di Pessona Hotel Tegal adalah sebagai berikut: 
a. Bertanggung jawab untuk mencuci/ membersihkan semua peralatan 
yang kotor baik di dapur, restoran, bar maupun room service 
b. Menjaga kebersihan area sekitar lantai diarea dapur dan restoran. 
20) Banquet 
Tugas dari banquet di Pessona Hotel Tegal adalah sebagai berikut: 
a. Bertanggung jawab atas kelancaran operasional untuk melayani tamu. 
b. Bertanggungjawab mengawasi dan mengarahkan seluruh pramusaji. 
c. Mengawasi kelancaran kerja karyawan dalam operasional. 
21) Asst. Chief Engineering 
Tugas Asst. Chief Enggenering Pessona Hotel sebagai berikut: 
a. Membuat perencanaan kegiatan operasional Engineering 
b. Mengatur kegiatan operasional Engineering 
c. Melakukan kegiatan operasional Engineering 
d. Mengontrol pelaksanaan operasional Engineering 
22) Spv Engineering 





a. Bertugas memberikan bantuan dan pertimbangan teknis kepada Asst. 
Chief Enggenering terhadap masalah teknis yang dihadapi 
dilapangam. 
b. mengawasi pekerjaan pada bidang masing-masing dilapangan 
23) Engineering Staff 
Tugas dari engineering staff di Pessona Hotel Tegal adalah sebagai 
berikut: 
a. Mengawasi operasional hotel dalam rangka menjalankan seefisien 
mungkin. 
b. Meminimalkan biaya energi dan biaya fasilitas. 
c. Meminimalkan masalah-masalah yang mungkin dapat menimbulkan 
kerugian, kecelakan, dan kekacauan dalam operasional hotel. 
24) Asst. Human Resources Manager 
Tugas Asst. Human ResourcesManager Pessona Hotel Tegal sebagai 
berikut: 
a. Mengelola sumber daya manusia yang ada di Pessona Hotel Tegal. 
b. Menerima dan mengangkat karyawan baru. 
c. Menyelenggarakan semua administrasi kepegawaian dan kegiatan 
karyawan. 
d. Mengadakan pelatihan karyawan untuk meningkatkan profesionalisme 







25) IT Supervisor 
Tugas IT Supervisor Pessona Hotel Tegal Melakukan & bertanggung 
jawab untuk mengontrol uraian tugas-tugas kerja di Divisi IT, seperti 
maintain Server, Hardware & Software 
26) Driver 
Tugas dari driver di Pessona Hotel Tegal adalah sebagai berikut: 
a. Menjemput dan mengantar tamu dari dan ke bandara sesuai dengan 
standart hotel. 
b. Menyiapkan daftar tamu dan jam kedatangannya di bandara. 
c. Menyiapkan kendaraan yang sesuai dengan jumlah tamu dan bagasi 
yang diperlukan. 
d. Menyiapkan papan penyambutan sesuai dengan nama tamu. 
27) Security 
Tugas dari security di Pessona Hotel Tegal adalah sebagai berikut: 
a. Menjaga dan mengatur keamanan hotel serta melakukan pengamanan 
seluruh area hotel dan ikut memantau kamar-kamar tamu, terutama 
yang di huni agar tidak terjadi hal-hal yang tidak di inginkan. 
b. Memantau keluar masuknya tamu hotel dan mengawasi tamu-tamu 
yang terlihat mencurigakan. 
c. Menjaga kebersihan sekitar area depan hotel dan tempat parkir. 
d. Membantu tamu memarkirkan kendaraan. 






a) Produk Inti 
Produk tangible utama yang ditawarkan oleh sebuah perusahaan jasa 
perhotelan sudah tentu adalah kamar. Setiap hotel memiliki rate kamar 
dengan harga yang berbeda sesuai dengan tingkat bintangnya, Pessona 
Hotel Tegal merupakan hotel bintang 3 yang memiliki beberapa jenis 
kamar dengan harga atau tarif sebagai berikut:34 
1. Deluxe Room 
Kamar dengan tipe Deluxe Room ada di Pessona Hotel 
merupakan kamar dengan dua pilihan ranjang yakni satu ranjang besar 
atau dua ranjang berukuran sedang. Kamar ini juga dilengkapi dengan 
AC, TV kabel, meja dan kursi rias, safety box dan juga mini bar 
didalam kamar. Pada kamar mandinya, tipe kamar ini menggunakan 
shower. Kamar dengan tipe Deluxe ini sendiri ditawarkan dengan 
harga IDR.828.000. 
2. Deluxe Panorama Room 
Kamar dengan tipe Deluxe Panorama Room ada di Pessona 
Hotel merupakan kamar dengan dua pilihan ranjang yakni satu 
ranjang besar atau dua ranjang berukuran sedang, ukuran kamar ini 
lebih luas dari Deluxe Room. Kamar ini juga dilengkapi dengan AC, 
TV kabel, meja dan kursi rias, safety box dan juga mini bar didalam 
kamar. Pada kamar mandinya, tipe kamar ini menggunakan shower. 
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Kamar dengan tipe Deluxe ini sendiri ditawarkan dengan harga IDR. 
963.000. 
3. Suite Room 
Kamar dengan tipe Suite Room merupakan kamar dengan satu 
ranjang berukuran besar, ukuran kamar ini lebih luas dari dua kamar 
sebelumnya. Didalamnya terdapat fasilitas yang sama seperti pada tipe 
kamar sebelumnya yakni penyediaan TV kabel, penggunaan AC, 
penyedian meja dan kursi rias, safety box dan mini bar didalam 
kamar. Namun terdapat fasilitas lain yang ada pada kamar ini yaitu 
Ruang Tamu. Kamar dengan tipe Junior Suite ini sendiri ditawarkan 
dengan harga IDR.1.620.000. 
4. Extra Bed 
Untuk kenyamanan para tamu, pihak hotel juga menyediakan extra 
bed atau ranjang tambahan. 
b) Potensial Produk (Potencial Product) 
Pessona Hotel Tegal tidak hanya menyediakan kamar saja namun 
juga tersedia function room yang biasanya digunakan untuk acara rapat, 
pernikahan dan kepentingan lainnya. Pada function room, Pessona Hotel 
Tegal menyediakan beberapa pilihan yang dapat di pilih oleh para 
pelanggan mulai dari paket meeting hingga kapasitas sebuah function 
room seperti untuk acara seminar ataupun pernikahan. Di dalam function 
room sendiri Pessona Hotel Tegal menyediakan meja yang dapat dipilih 





diantaran adalah model class, U shape dan round. Dimana class adalah 
model meja seperti penggunaan pada ruang kelas yakni tamu duduk 
dibelakang meja. Selanjutnya untuk bentuk U shape hampir sama dengan 
class, namun bedanya meja ditata dengan model U. Biasanya model U 
shape ini akan terasa lebih luas dibanding model class. Terakhir adalah 
penataan meja model round, model meja ini adalah meja bundar dimana 
biasanya function room dengan pilihan meja round ini digunakan untuk 
acara pernikahan ataupun ulang tahun yang biasanya para pelanggan 
menginginkan acara yang lebih santai dan privat. Berikut beberapa 
function room yang ada di Pessona Hotel Tegal:35 
1. Diamond 1 Meeting Room 
Merupakan sebuah ruangan ukuran 7 meter x 9 meter dengan 
daya tampung tamu masksimal sebanyak 50 orang. Masih sama 
seperti ruang lainnya, didalam function room ini tersedia pilihan 
bentuk meja, dimana untuk meja yang berbetuk U atau U shape dapat 
menampung sebanyak maksimal jumlah tamu yakni 30 orang, untuk 
meja berbentuk class dapat menampung tamu sebanyak 30 orang, 
pada ruang ini tersedia pilihan meja berbentuk round table (bundar) 
dengan kapasitas sebanyak 30 orang, sedangkan untuk meja berbentuk 
theatre dapat menampung tamu sebanyak 50 orang. 
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2. Diamond 2 in 1 Meeting Room 
Merupakan sebuah ruangan 13 meter x 9 meter dengan daya 
tampung tamu masksimal sebanyak 110 orang. Masih sama seperti 
ruang lainnya, didalam function room ini tersedia pilihan bentuk meja, 
dimana untuk meja yang berbentuk U atau U shape dapat menampung 
sebanyak maksimal jumlah tamu yakni 50 orang, untuk meja 
berbentuk double U atau double U shape dapat menampung tamu 
sebanyak 70 orang, untuk meja berbentuk class dapat menampung 
tamu sebanyak 60 orang pada ruang ini tersedia pilihan meja 
berbentuk round table (bundar) dengan kapasitas sebanyak 60 orang, 
sedangkan untuk meja berbentuk theatre dapat menampung tamu 
sebanyak 110 orang. 
3. Diamond 3 in 1 Meeting Room 
Merupakan sebuah ruangan 19 meter x 9 meter dengan daya 
tampung tamu masksimal sebanyak 230 orang. Masih sama seperti 
ruang lainnya, didalam function room ini tersedia pilihan bentuk meja, 
dimana untuk meja yang berbentuk U atau U shape dapat menampung 
sebanyak maksimal jumlah tamu yakni 70 orang, untuk meja 
berbentuk double U atau double U shape dapat menampung tamu 
sebanyak 100 orang, untuk meja berbentuk class dapat menampung 
tamu sebanyak 100 orang pada ruang ini tersedia pilihan meja 





sedangkan untuk meja berbentuk theatre dapat menampung tamu 
sebanyak 230 orang. 
Terdapat beberapa dalam pelayanan hotel: 
a) Tampilan Fisik 
Perbedaan utama antara perusahaan penghasil produk berupa 
barang dengan perusahaan penghasil jasa adalah pada pemasaranya, 
dimana jasa biasanya lebih dituntut untuk memberikan kualitas yang 
optimal dari pelayanan konsumen. Konsumen dapat memiliki pelayanan 
yang sangat subjektif terhadap suatu jasa karena mereka merasakan 
standar kualitas pelayanan yang diberikan berpengaruh pada kepuasan 
yang hendak diraih.36 Pada perhotelan pelayanan merupakan sebuah 
produk intagible atau produk tidak nyata. Bagi para tamu hotel diharapkan 
dapat menjadi sebuah tempat singgah sementara yang nyaman dan aman, 
oleh karena itu didalam hotel sangatlah diperlukan suasana yang nyaman 
homy.Tampilan fisik yang menjadi andalan pada Pessona Hotel Tegal 
adalah sikap ramah tamah yang selalu diterapkan baik didalam area hotel 
maupun luar area hotel oleh seluruh karyawan hotel. Keramah-tamahan ini 
sendiri dapat menciptakan suatu komunikasi dua arah yang berkualitas 
baik antar sesama karyawan hotel ataupun pihak hotel dengan penikmat 
jasa hotel. 
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Keandalan diperlukan agar dapat menciptakan repurchase 
dikemudian hari oleh pelanggan. Keandalan yang dimaksud adalah 
bagaimana memberikan pelayanan semaksimal mungkin agar pelanggan 
tidak merasa kecewa telah membeli jasa hotel. Sikap handal yang 
diterapkan pada hotel ini adalah dengan memberikan pelatihan kepada 
seluruh staff  hotel serta memberikan sharing pengalaman diwaktu tertentu 
oleh manager hotel atau manager front office, hal ini dimaksudkan agar 
setiap masalah yang muncul dapat segera diatasi. 
c) Daya Tanggap 
Dalam pelayanan jasa setiap konsumen sudah pasti ingin dihargai 
demi mendapatkan kepuasan dari jasa tersebut. Salah satu bentuk 
penghargaan dari penyedia jasa kepada konsumen jasa adalah dengan 
memiliki daya tanggap yang cepat dan tepat. Hal ini bertujuan agar 
konsumen tidak berkeluh-kesah atau melakukan complain ketika mendapat 
pelayanan. Selain daya tanggap tersebut, pihak konsumen juga memiliki 
hak untuk dapat memberikan kritik dan saran. Pessona Hotel Tegal 
termasuk jenis hotel yang menerima segala macam saran dan kritik, baik 
secara langsung maupun melalui guest comment, hal ini selain 
memudahkan tamu dalam memberikan kritik maupun saran juga 








Jaminan yang diterapkan oleh hampir semua perusahaan jasa 
adalah sikap ramah tamah, attitude yang baik serta sopan santun yang 
disediakam bukan hanya pada awal pmbelian jasa saja, namun dimulai saat 
jasa itu ditawar, dibeli hingga nantinya bisa dinikmati. Adapun demikian 
yang diterapkan pada Pessona Hotel Tegal. Sikap ramah tamah ditunjukan 
melalui cara berbusana karyawan, mengingat hotel ini berkonsep syariah 
maka semua staff hotel diwajibkan mengenakan pakaian sopan. Selain itu 
semua karyawan diwajibkan memiliki sikap yang ramah serta 
membiasakan diri untuk bertegur sapa dengan seluruh tamu, dengan 
demikian diharapkan hotel ini dapat menjadi seperti rumah sendiri bagi 
para pembeli jasanya. Selain itu para karyawan juga diharapkan mampu 
memberikan rasa percaya bahwa setiap konsumen yang datang akan 
mendapatkan pelayanan yang terbaik. 
e) Kepedulian 
Kepedulian yang dimaksud adalah bagaimana setiap karyawan 
memiliki rasa perhatian dan tanggung jawab sepenuhnya pada kepuasaan 
pelanggan.Dimana setiap karyawan harus benar-benar bekerja dengan 
sebaik mungkin. Kepedulian yang diciptakan dalam lingkungan kerja pada 
hotel ini tidak sebatas antar pelanggan dan pihak hotel saja namun juga 
meliputi kepedulian antar sesama staff. Hal ini dimaksudkan agar dengan 
pemenuhan hubungan yang baik antar staff maka akan timbul pula team 





Untuk menunjang pelayanan yang ada di hotel, hotel ini menerapkan 
beberapa cara, yakni: 
1. Mengadakan breefing atau evaluasi kerja setiap hari. Evaluasi kerja ini 
sendiri biasanya dilaksanakan pada pagi hari dan membahas tentang segala 
macam permasalahan yang sedang terjadi serta membuat solusi dari 
masalah tersebut. Breefing ini sendiri biasanya diikuti oleh manager atau 
supervisor setiap divisi dalam hotel. 
2. Mengadakan training setiap sebulan sekali. Training pada Pessona Hotel 
Tegal ini biasanya diperuntukan untuk bebas atau umum, jadi tidak hanya 
karyawan hotel saja yang bisa mendapatkan ilmu lewat training bulanan 
ini namun pihak luar juga bisa menikmatinya. Training sendiri bisa diisi 
oleh manager hotel, manager front office atau pihak lain sesuai dengan 
tema training. 
3. Memberikan reward dan punishment pada setiap karyawan. Reward 
sendiri berupa penghargaan yang diperuntukan kepada karyawan yang 
memberikan kinerja yang lebih baik atau memberi nilai plus dibanding 
karyawan lain dalam melaksanakan tugasnya pada hotel. Reward yang 
diberikan dalam hotel biasanya berupa pemberian finance benefit atau 
pemberian uang, promosi pekerjaan, serta pengakuan berupa rasa hormat 
sebagai karyawan yang memiliki nilai plus dimata atasan. 
Sedangkan untuk bentuk punishment yang diberikan biasanya berupa 
teguran untuk setiap karyawan yang sudah melanggar aturan kerja hingga 





tanpa keterangan yang jelas, lalai dalam melaksanakan tugas atau bahkan 
menganggap pekerjaan adalah tugas sepele. 
Kata hotel mulai dikenal sejak abab 18 di London, Inggris, sebagai 
hotelgarni yaitu sebuah rumah besar yang dilengkapi dengan sarana tempat 
menginap atau tempat tinggal untuk menyewa secara harian, mingguan, atau 
bulanan. Kata hotel sendiri merupakan perkembangan dari bahasa Perancis 
yaitu hostel, diambil dari bahasa hospes dan mulai diperkenalkan kepada 
masyarakat umum pada tahun 1797. Sebelum istilah hotel digunakan di 
Inggris, rumah penginapan bagi orang yang berpergian disebut iin. Dalam 
terminologi (ilmu mengenai definisi dan istilah) resmi, tidak ada perbedaan 
definisi antara kata hostel dan iin.37 
Hotel adalah suatu perusahaan yang dikelola oleh pemiliknya, dengan 
menyediakan pelayanan makanan, minuman dan fasilitas kamar untuk tidur 
kepada orang-orang yang sedang melakukan perjalanan dan mampu membayar 
dengan jumlah yang wajar sesuai dengan pelayanan yang diterima tanpa 
adanya perjanjian khusus.38 
Pada prinsipnya hotel adalah salah satu bentuk usaha yang bergerak 
dalam bidang pelayanan jasa kepada para tamu hotel baik secara pisik, 
psikologi, maupun keamanan selama tamu mempergunakan fasilitas atau 
menikmati pelayanan di hotel.39 
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Hotel adalah suatu jenis akomodasi yang mempergunakan sebagian atau 
seluruh bangunan untuk menyediakan jasa pelayanan penginapan, makan dan 
minum yang dikelola secara komersial serta memenuhi ketentuan persyaratan 
yang ditetapkan pemerintah.40 
Dari pengertian di atas, secara umum terdapat beberapa unsur pokok 
dari hotel : 
a. Hotel adalah jenis akomodasi yang menggunakan sebagian atau seluruh 
bangunan yang ada. 
b. Hotel menyediakan fasilitas pelayanan jasa berupa jasa penginapan, 
pelayanan makan dan minum, serta jasa lainnya. 
c. Hotel merupakan fasilitas pelayanan jasa yang terbuka untuk umum dalam 
melakukan perjalanan. 
d. Suatu usaha yang dikelola secara komersial. 
Hotel Syariah adalah hotel yang dalam penyediaan, pengadaan dan 
penggunanan produk dan fasilitas serta dalam operasionalnya usahanya tidak 
melanggar aturan syariah. Seluruh komponen kriteria teknis operasional hotel, 
mulai dari hal kecil seperti informasi apa yang harus tersedia di front office, 
perlengkapan istinja di toilet umum, sampai pada penyajian dari jenis makanan 
dan minuman yang tersedia di reception policy and procedure, houserules, 
harus dipastikan semua memenuhi kriteria syariah. Secara ringkas rambu-
rambu usaha dalam hotel syariah dapat digambarkan sebagai berikut :41 
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a. Tidak memproduksi, memperdagangkan, menyediakan, menyewakan 
suatu produk atau jasa yang seluruh maupun sebagian dari unsur jasa atau 
produk tersebut, dilarang atau tidak dianjurkan dalam Syariah. Seperti 
makanan yang mengandung unsur daging babi, minuman beralkohol atau 
zat yang memabukan, perjudian, perzinahan, pornografi, pornoaksi dan 
lain-lain; 
b. Transaksi harus didasarkan pada suatu jasa atau produk yang riil, benar 
ada Tidak ada kezaliman, kemudharatan, kemungkaran, kerusakan, 
kemaksiatan, kesesatan dan keterlibatan, baik secara langsung maupun 
tidak langsung dalam suatu tindakan atau hal yang dilarang atau tidak 
dianjurkan oleh syariah; 
c. Tidak ada unsur kecurangan, kebohongan, ketidakjelasan (gharar), resiko 
yang berlebihan, korupsi, manipulasi dan ribawi atau mendapatkan suatu 
hasil tanpa mau berpartisipasi dalam usaha atau menanggung resiko. 
d. Komitmen menyeluruh terhadap perjanjian yang dilakukan. 
Dari rambu-rambu usaha dalam syariah tersebut di atas kemudian 
dilakukan penyelarasan terhadap operasional hotel. Setelah diketahui sisi dari 
operasional hotel lalu dibuatlah standar atau kriteria hotel syariah sebagai 
berikut: 
1) Semua fasilitas baik fasilitas mendasar yang harus dipunyai hotel maupun 
fasilitas tambahan merupakan fasilitas-fasilitas yang akan memberikan 
manfaat positif bagi tamu. Adapun fasilitas-fasilitas yang dapat berdampak 





syahwat, eksploitasi wanita dan lainnya yang sejenis ditiadakan. Adapun 
fasilitas hiburan pengadaannya mengacu pada kaedah syariah. 
2) Tamu-tamu yang check-in khususnya bagi pasangan lawan jenis dilakukan 
seleksi tamu (reception policy). Pasangan adalah suami istri atau bukan 
guna mencegah hotel digunakan untuk tempat perzinaan. 
3) Pemasaran Terbuka bagi siapa saja baik pribadi ataupun kelompok, formal 
ataupun informal dengan berbagai macam suku, agama, ras dan golongan. 
Adapun bagi kelompok atau golongan tersebut aktifitasnya tidak dilarang 
oleh negara dan tidak merupakan penganjur kerusakan, kemungkaran dan 
permusuhan serta tindakan lainnya yang sejenis. 
4) Makanan dan Minuman yang disediakan adalah makanan dan minuman 
yang tidak dilarang oleh syariah (halal). Dalam pembuatan makanan dan 
minuman baik bahan-bahan maupun proses produksinya harus terjamin 
kehalalannya (tidak tercampur dengan bahan-bahan yang dilarang oleh 
syariah). Restorant buka setiap saat begitu juga pada bulan Ramadhan bagi 
orang-orang yang melakukan perjalanan jauh (safar), wanita-wanita yang 
berhalangan puasa dan orang-orang yang punya uzur syak’i dengan tidak 
mengurangi penghormatan terhadap orang yang berpuasa. 
5) Dekorasi dan Ornamen Dekorasi dan ornamen disesuaikan dengan nilai-
nilai keindahan dalam Islam serta tidak bertentangan dengan syariah. 





dihindari. Meskipun demikian, dekorasi hotel tidak harus dalam bentuk 
kaligrafi atau nuansa Timur Tengah lainnya.42 
6) Operasional 
Dalam konsep Syariah, Hotel Syariah adalah hotel yang dalam 
penyediaan, pengadaan dan penggunanan produk dan fasilitas serta dalam 
operasionalnya usahanya tidak melanggar aturan syariah. Seluruh komponen 
kriteria teknis operasional hotel, mulai dari hal kecil seperti informasi apa yang 
harus tersedia di front office, perlengkapan istinja di toilet umum, sampai pada 
penyajian dari jenis makanan dan minuman yang tersedia di reception policy 
and procedure, houserules, harus dipastikan semua memenuhi kriteria syariah. 
Berdasarkan teori ini operasional dan praktik pengelolaan Pessona Hotel 
sudah sesuai dengan konsep pengertian hotel syariah dalam konsep syariah, 
dimana Pessona Hotel pengelolaannya dilakukan dengan baik dan 
menghindarkan hal-hal yang dilarang oleh syara terutama dalam pengelolaan 
fasilitas dan operasional seperti mereka menjauhkan hotel dari diskotik, club, 
dan bar juga makanan-makanan haram. Kemudian ornamen yang disediakan 
juga jauh dari kata syirik berupa patung dan lain-lain.Selain itu perlengkapan 
ibadah juga sudah tersedia dan tertata dengan rapi dihotel sehingga 
memberikan kesan nyaman bagi tamu yang datang.43 
Selain itu secara ringkas rambu-rambu usaha dalam hotel syariah dapat 
digambarkan sebagai berikut : 
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a. Tidak memproduksi, memperdagangkan, menyediakan, menyewakan 
suatu produk atau jasa yang seluruh maupun sebagian dari unsur jasa atau 
produk tersebut, dilarang atau tidak dianjurkan dalam Syariah. Seperti 
makanan yang mengandung unsur daging babi, minuman beralkohol atau 
zat yang memabukan, perjudian, perzinahan, pornografi, pornoaksi dan 
lain-lain. Hal ini telah sesuai dengan pengelolaan yang dilaksanakan di 
Pessona Hotel seperti yang telah dijelaskan tadi. 
b. Transaksi harus didasarkan pada suatu jasa atau produk yang riil, benar 
ada. Hal ini juga sesuai dengan pengelolaan di Pessona Hotel, dimana 
produk yang ditawarkan benar adanya, yaitu pihak hotel menyerahkan 
kunci kepada tamu dan tamu menyerahkan uang kepada pihak hotel 
sebagai pertukaran produk yang rill. 
c. Tidak ada kezaliman, kemudharatan, kemungkaran, kerusakan, 
kemaksiatan, kesesatan dan keterlibatan, baik secara langsung maupun 
tidak langsung dalam suatu tindakan atau hal yang dilarang atau tidak 
dianjurkan oleh syariah. Hal ini juga dilaksanakan dalam pengelolaan hotel 
syariah dimana adanya pemeriksaan yang mendetail antara mukrim dengan 
tidaknya sehingga meminimkan kezaliman dan kemaksiatan dalam hotel.  
d. Tidak ada unsur kecurangan, kebohongan, ketidakjelasan (gharar), resiko 
yang berlebihan, korupsi, manipulasi dan ribawi atau mendapatkan suatu 
hasil tanpa mau berpartisipasi dalam usaha atau menanggung resiko. 
Berdasarkan hal ini pengelolaan di Pessona Hotel juga sudah sesuai. 





dengan tidak adanya kebohongan mengenai fasilitas, jenis kamar, dan 
harganya. 
e. Komitmen menyeluruh terhadap perjanjian yang dilakukan. Dalam 
Pessona Hotel juga menjalankan komitmen terhadap perjanjian yang 
dilakukan antara pihak hotel dan tamu. 
Dalam segi fasilitas dan operasional memang Pessona Hotel sudah 
sesuai dengan konsep hotel dalam pandangan syariah.44 Namun dalam Pessona 
Hotel ini belum adanya Dewan Pengawas Syariah sehingga belum bisa 
dikatakan secara resmi jika hotel ini benar-benar syariah, dan Pessona Hotel 
juga belum memiliki sertifikat dari Lembaga resmi yang mengeluarkan jika 
hotel ini resmi menjadi hotel berlabel “Syariah” namun jika dilihat dari 
pelaksanaan praktik pengelolaannya hotel ini sudah dapat dikatakan hotel 
syariah secara hukum islam. 
Perbedaan Hotel Syariah dan Hotel Konvensional dapat dilihat dari cara 
penyajian dan beragam pelayanan yang ditawarkannya. Di antaranya ialah : 
1. Makanan dan minuman di hotel syariah itu pastinya sudah bersertifikasi 
halal. Kemudian hotel syariah memiliki pelayanan berdasarkan tata cara 
agama Islam. 
2. Hotel syariah memiliki rest room atau kamar kecil yang tersedia air yang 
cukup untuk menyucikan diri. Biasanya, di hotel konvensional hanya 
tersedia tisu di toilet. 
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3. Tersedia alat shalat di kamar hotel serta Kitab Suci  Al-Quran yang 
tersedia di kamar hotel. Penyediaan alat shalat dan Al-Quran ini untuk 
memudahkan tamu beragama Islam untuk beribadah. 
4. Tidak ada bar atau hingar bingar. Suasana hotel syariah memiliki konsep 
kondusif secara Islam di mana ada beberapa hal yang dilarang termasuk 
perihal bar atau hiburan malam. Hotel syariah juga tidak menyediakan 
fasilitas minuman beralkohol. 
5. Saat check in, pasangan yang datang dengan tidak membawa identitas 
menikah tidak akan diizinkan masuk dan menginap di hotel syariah. 
Identitas  menikah bisa berupa buku nikah, KTP yang beralamat sama atau 
bahkan menunjukkan foto pernikahan. Jika tidak bisa menunjukkan 
identitas menikah bagi pasangan yang akan menginap di hotel syariah ini, 
tidak akan dipersilahkan masuk. Setiap tamu yang datang ke hotel  akan 
diperiksa dengan hati-hati dan sopan oleh resepsionis. 
6. Untuk pakaian yang digunakan, tamu tidak perlu menggunakan baju atau 
pakaian syariah. Cukup gunakan busana sopan dan tidak terlalu terbuka. 
 Hal tersebut untuk menjaga kenyamanan para tamu lain. Namun, pakaian 
syariah tetap wajib dipakai untuk para staf hotel yang bertugas. 
Konsep bisnis (Muamalah) yaitu dalam bentuk aktivitas dari berbagai 
transaksi yang dilakukan guna menghasilkan keuntungan, baik berupa barang 
(produk) atau jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat sehari-hari. 
Keuntungan tentu bukan hanya semata-mata berhenti pada tataran materil, 





menjalankan bisnis, sedangkan hukum bisnis Syariah adalah keseluruhan dari 
peraturan dan ketentuan hukum yang terkaitan dengan praktik bisnis secara 
syar’i atau sesuai dengan syariat guna meningkatkan kesejahteraan dan 
kemaslahatan umat manusia. 
Berdasarkan teori ini Pessona Hotel dalam pengelolaannya sudah 
menjalankan bisnis sesuai dengan konsep hukum bisnis secara Syariah karena 
hotel syariah sangatlah memperhatikan segala transaksi yang terjadi di hotel 
walaupun islam tidak membatasi dalam berbisnis sampai adanya dalil yang 
melarangnya, namun dalam mencari keuntungan Pessona Hotel bukanlah 
semata-mata mencari keuntungan materil melainkan memperoleh dan 
penyalagunaan hartanya (berdasarkan aturan halal dan haram), sesuai dengan 
dengan hukum syar’i guna meningkatkan kesejahteraan dan kemaslahatan 
manusia. Dengan cara sangat selektif dalam memilih tamu dan tidak 
menyediakan fasilitas-fasilitas yang dapat mengundang nafsu syahwat, 
kemungkaran, perzinahan, dan lain-lain. Sedangkan dengan adanya fasilitas 
seperti itu dapat memperoleh keuntungan yang maksimal. Dan Pessona Hotel 
dalam menjalankan praktik pengelolaan tidak melakukan hal-hal yang dilarang 
oleh agama seperti adanya riba, tadlis, gharar, zalim, dan lain-lain. Beberapa 
prinsip bisnis yang telah digariskan dalam Islam antara lain : 
a. Prinsip Kesatuan 
Adalah landasan utama yang ada dalam syariat.Dimana setiap 
aktifitas manusia harus didasarkan pada nilai-nilai tauhid. Artinya dalam 





sudah sesuai dengan praktik pengelolaan bisnis di Pessona Hotel dengan 
menerapkan prinsip kesatuan yaitu kesemua pegawainya dan tamunya 
dengan cara selalu mengingatkan waktu salat, selalu memutar lagu-lagu 
rohani dan untuk para tamu menyediakan Al-Quran, Sajadah, dan Arah 
Kiblat untuk yang ingin solat didalam kamar sehingga mengingatkan 
manusia pada dasar nilai-nilai tauhid. 
b. Prinsip Kebolehan 
Dalam konsep halal dan haram tidak saja pada barang atau jasa yang 
dihasilkan dari sebuah usaha. Tetapi juga proses mendapatkannya, artinya 
barang atau jasa yang diperoleh harus dilakukan dengan cara-cara yang 
dibenarkan oleh syari’ah Islam. Hal ini dalam praktik pengelolaan bisnis di 
Pessona Hotel sudah menerapkan prinsip kebolehan yaitu selalu 
memperhatikan baik jasa yang ditawarkan, fasilitas misalnya makanan-
minuman yang halal dan jasa laundry dengan cara yang dibenarkan oleh 
syari’ah Islam. 
c. Prinsip Keadilan 
Merupakan nilai dasar, etika aksiomatik dan prinsip bisnis yang 
bermuara pada satu tujuan, yaitu menghindari kezhaliman dengan tidak 
memakan harta sesama dengan cara yang bathil. Sebab pada dasarnya 
hukum asal dalam melakukan perjanjian adalah keadilan jangan sampai 
transaksi syariah memuat suatu yang diharamkan hukum, seperti riba, 





menerapkan prinsip keadilan yaitu dalam melakukan transaksi check-in, 
check-out benar adanya tanpa ada unsur judi, gharar dan riba. 
d. Prinsip Kehendak Bebas 
Kebebasan dalam Islam adalah kebebasan yang terbatas, terkendali 
dan terikat dengan keadilan yang diwajibkan Allah SWT.Hal ini 
disebabkan manusia dalam bermuamalah selalu memiliki tabiat yang 
buruk dan kontradiktif dengan ketentuan yang dibuat oleh Allah. Hal ini 
praktik pengelolaan bisnis di Pessona Hotel sudah menerapkan prinsip 
kehendakan bebas yaitu bebas melakukan transaksi dengan siapapun dan 
pihak manapun. 
e. Prinsip Pertanggung Jawaban 
Dalam Islam mengajarkan bahwa semua perbuatan manusia akan 
dimintai pertangung-jawabannya diakhirat untuk memenuhi tuntunan 
keadilan dan kesatuan, manusia perlu mempertanggung jawabankan 
tindakannya, termaksud dalam hal ini adalah kegiatan bisnis. 
f. Prinsip Kebenaran, Kebijakan dan Kejujuran 
Adalah nilai kebenaran yang diajurkan dan tidak bertentangan 
dengan aturan Islam. Dalam konteks bisnis, kebenaran dimaksudkan 
sebagai niat, sikap dan perilaku yang benar, yang meliputi proses akad 
(transaksi), proses mencari atau memperoleh komuditas, proses 
pengembangan maupun dalam proses upaya meraih atau menetapkan 
margin keuntungan (laba). Hal ini dalam praktik pengelolaan hotel di 





proses akad yang sesuai dengan Islam, proses mencari komuditas dan 
proses supaya menetapkan margin sesuai dengan memperhatikan hukum 
syara’. 
g. Prinsip Kemanfaatan 
Penerapan prinsip kemanfaatan dalam kegiatan bisnis sangat 
berkaitan dengan objek transaksi bisnis. Objek tersebut tidak hanya 
berlabel halal tapi juga memberikan manfaat bagi konsumen.Hal ini 
berkaitan dengan penggunaan objek setelah adanya transaksi. Objek yang 
memenuhi kreteria halal apabila digunakan untuk hal-hal yang dapat 
menimbulkan kerusakan, maka hal ini pun dilarang. Dalam hal ini dalam 
praktik pengelolaan hotel di Pessona Hotel sudah menerapkan dengan 
menawarkan makanan-minuman yang dijual dengan makanan-minuman 
yang halal dan bermanfaat buat konsumen serta sudah terdapatnya 
sertifikat Majelis Ulama Indonesia dalam sertifikat direstaurantnya. 
B. Kendala Bisnis Yang Di Hadapi Dalam Penerapan Nilai Syariah Dalam 
Kegiatan Perhotelan 
 Walaupun saat ini perkembangan nilai syariah sedang mengalami 
peningkatan yang cukup signifikan, namun perkembangan khususnya 
dibidang perhotelan masih kurang diminati. Hal ini dikarenakan sebagai 
berikut: 
1. Masyarakat banyak yang beranggapan bahwasanya hotel konvensional 
serta hotel syariah adalah sama; 





3. Belum ada dukungan dari Ormas (Organisasi Masyarakat) islam;  
4. Kurangnya fasilitas yang dapat menarik perhatian masyarakat;  
5. Adanya anggapan bahwasanya hotel syariah hanya khusus untuk agama 
islam; 
6. Perlu biaya yang relatif cukup besar untuk membuat fasilitas di hotel 
syariah, misalnya: kolam renang terpisah, fitness center terpisah, belum 
adanya dewan pengawas syariah. 
 Hambatan lainnya yaitu banyaknya hotel syariah yang belum memiliki 
sertifikasi. Beberapa hotel di Kota Tegal yang menamakan diri sebagai hotel 
syariah namun belum mengantongi sertifikat syariah. Namun untuk menjadi 
hotel syariah, persoalan sertifikasi syariah memang masih menjadi kendala. 
Selain disebabkan belum banyaknya kesadaran pengelola hotel untuk 
mengurus sertifikat disebabkan pula minimnya asesor Lembaga Sertifikasi 
Usaha (LSU) yang memiliki spesifikasi dalam bidang syariah. Sehingga untuk 
pengurusan aspek syariah pada perhotelan di Kota Tegal memang baru 
mencakup makanan dan minuman halal saja. 
 Dalam usaha meraih calon konsumen, sering kali pelaku usaha kurang 
memperdulikan akan hak-hak konsumen, yaitu hak atas informasi, keamanan 
dan keselamatan, sehingga dapat merugikan konsumen tersebut. Upaya-upaya 
yang dapat dilakukan konsumen dalam memperoleh perlindungan terhadap 







1) Penyelesaian Langsung Kepada Pelaku Usaha. 
 Yang dimaksud penyelesaian sengketa secara langsung kepada 
pelaku usaha yaitu konsumen dapat mengajukan komplain kepada pelaku 
usaha dengan menunjukkan bukti-bukti yang kuat berupa barang/produk, 
kwitansi pembelian, dan keterangan saksi-saksi. Dengan mencoba 
menyelesaikan masalahnya sendiri berarti konsumen telah menerapkan 
hak dan kewajibannya. Disamping itu juga menunjukkan sikap kritis 
konsumen terhadap pelaku usaha. 
2) Melapor ke Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI). 
 Perlindungan terhadap konsumen pada hakikatnya berarti pula 
bahwa dorongan terhadap pelaku usaha untuk menghasilkan barang yang 
terjamin mutunya. Dengan demikian konsumen tidak akan mengalihkan 
perhatiannya pada produk yang lain. Kepercayaan konsumen yang 
diterima oleh pelaku usaha dengan sendirinya membuat pelaku usaha 
meningkatkan kualitas usahanya. Ini berarti bahwa pelaku usahaakan 
menambah jumlah tenaga kerjanya yang akan mengurangi jumlah 
pengangguran di masyarakat. YLKI sebagai lembaga sosial dapat 
berperan aktif sebagai lembaga mediasi dalam melindungi konsumen, 
menumbuhkan kesadaran konsumen atas haknya, memberikan masukan 
kepada pelaku usaha atas kewajibannya, serta berbagai masukan kepada 
pemerintah dalam mengeluarkan kebijakan yang berkaitan dengan hak 





 Atas aduan yang diterima oleh YLKI, maka YLKI akan meneliti 
kebenarannya terlebih dahulu. Hal ini dimaksudkan sebagai bukti bahwa 
pembelaan YLKI terhadap konsumen bukan dilandasi oleh keinginan 
untuk menjatuhkan pelaku usaha, tetapi untuk menegakkan kebenaran 
dan membela konsumen yang dirugikan. 
 Setelah pengaduan konsumen tersebut diyakini kebenarannya, 
maka atas pengaduan tersebut akan dibuatkan surat kuasa dan Berita 
Acara Pengaduan yang berisi biodata konsumen dan pelaku usaha, 
barang-barang bukti dan materi pengaduan. Selanjutnya pengaduan 
tersebut siap untuk diselesaikan. Banyak cara yang ditempuh, dan cara 
mana yang digunakan tergantung pada jenis dan sifat pengaduannya. 
3) Penyelesaian Melalui Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). 
 BPOM adalah singkatan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. 
BPOM ini dibentuk oleh pemerintah untuk turut berperan aktif dalam 
mewujudkan perlindungan konsumen.BPOM telah menyediakan ULPK, 
yaitu Unit Layanan Pengaduan Konsumen. Yang mana tugasnya 
melayani pengaduan konsumen atau masyarakat tentang obat, makanan 
dan minuman, obat tradisional, kosmetik, alat kesehatan, dan bahan-
bahan yang berbahaya. Unit Layanan Pengaduan Konsumen (ULPK) ini 
dikoordinatori oleh sekertaris utama BPOM. 
 BPOM merupakan badan yang independen yang artinya tidak 
memihak kepada pelaku usaha sebagai pihak pemberi barang dan jasa, 





menggunakan barang dan jasa. Adapun sarana pengaduan yang 
disediakan oleh BPOM sama dengan sarana yang disediakan oleh YLKI. 
 Bentuk-bentuk penyelesaian sengketa konsumen di atas termasuk 
ke dalam bentuk penyelesaian sengketa konsumen secara damai. UU 
Perlindungan Konsumen mengaturnya dalam Pasal 45 ayat (2) jo. Pasal 
47 UU Perlindungan Konsumen. Inti dari Pasal 45 ayat (2) UU 
Perlindungan Konsumen yaitu, UU Perlindungan Konsumen tidak 
menutup kemungkinan dilakukannya penyelesaian secara damai oleh 
para pihak yang bersengketa, dan sebaiknya dilakukan sebagai upaya 
pertama sebelum diselesaikan melalui pengadilan. Kemudian Pasal 47 
UU Perlindungan Konsumen menegaskan bahwa penyelesaian sengketa 
konsumen secara damai tersebut dilakukan untuk mencapai kesepakatan 
antara konsumen dan pelaku usaha. 
 Atas pengaduan yang disampaikan dan upaya penyelesaian kepada 
pihak-pihak di atas, Jika tidak mendapat tanggapan dari para pelaku 
usaha maka UU Perlindungan Konsumen mengatur bahwa konsumen 
yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan terhadap pelaku usaha. 
Pasal 23 UU Perlindungan Konsumen merupakan Pasal yang khusus 
mengatur hak konsumen untuk menggugat pelaku usaha yang menolak 
dan/atau tidak memenuhi ganti rugi atas tuntutan konsumen sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 19 UU Perlindungan Konsumen, baik melalui 






 Pasal 4 UU Perlindungan Konsumen tentang hak-hak konsumen 
menguatkan gugatan konsumen bahwa terdapat hak-haknya yang 
dilanggar oleh pelaku usaha, yaitu hak atas kenyamanan, keamanan, 
keselamatan, serta mendapat informasi yang benar atas penggunaan 
produk yang dihasilkan oleh pelaku usaha. 
 Kemudian Pasal 4 huruf e UU Perlindungan Konsumen 
menyatakan bahwa konsumen mempunyai hak untuk mendapatkan 
advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan 
konsumen secara patut. Artinya pasal ini menegaskan bahwa pelaku 
usaha dan konsumen mempunyai kedudukan yang sama di mata hukum 
dan peradilan. Hak mendapatkan ganti rugi yang diajukan oleh konsumen 
ditegaskan bahwa konsumen berhak mendapatkan ganti rugi dan 
penggantian bila produk pangan yang dikonsumsi tidak sesuai dengan 
ketentuan berproduksi secara halal. Hak konsumen untuk mendapatkan 
ganti rugi merupakan kewajiban pelaku usaha yang harus dipenuhi. 
 Berdasarkan ketentuan Pasal 46 UU Perlindungan Konsumen 
gugatan sengketa konsumen tersebut dapat diajukan kepada pengadilan 
umum oleh beberapa pihak yaitu konsumen sebagai individu atau 
kuasa/ahli warisnya. Kelompok konsumen dengan kelompok sama 
melalui gugatan class action. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), atau 
pemerintah dan/atau instansi terkait bila produk pangan tanpa label halal 





 Dalam hal ini, gugatan sengketa konsumen yang dapat diajukan 
oleh konsumen adalah gugatan oleh LSM dengan Class Action. 
Kelebihan kedua instrumen ini terletak pada dapat diwakilinya banyak 
konsumen yang menderita kerugian, memiliki kepentingan, serta 
menuntut pemulihan yang sama. Kerugian yang sama yaitu tidak 
memenuhi syarat keamanan produk pangan tersebut tidak berlabel halal. 
Kepentingan dan tuntutan pemulihan yang sama yaitu adanya tuntutan 
ganti rugi atas kerugian yang konsumen derita dan pemulihan baik 
terhadap jiwa maupun pemulihan kesehatan dan harta benda. 
 Jika konsumen merasa berat menyelesaikan sengketa konsumen 
melalui pengadilan, maka upaya penyelesaian sengketa konsumen yang 
dapat dilakukan yaitu dengan mengajukan kepada BPSK. 
4) Melapor Ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).  
 Hubungan hukum antara pelaku usaha dengan konsumen tidak 
selamanya baik, pasti akan timbul perselisihan atau sengketa konsumen. 
Selama ini sengketa konsumen diselesaikan melalui gugatan di 
pengadilan, namun pada kenyataannya yang tidak dapat dipungkiri 
bahwa lembaga pengadilan pun tidak akomodatif untuk menampung 
sengketa konsumen karena proses perkara yang terlalu lama. Berdasarkan 
Pasal 45 UUPK setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat 
pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa 
antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui pengadilan yang berada 





 Di luar peradilan umum, UU Perlindungan Konsumen membuat 
terobosan dengan memfasilitasi para konsumen yang merasa dirugikan 
dengan mengajukan gugatan ke pelaku usaha di luar pengadilan, yaitu 
Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Mekanisme gugatan 
dilakukan secara sukarela dari kedua belah pihak yang bersengketa.Hal 
ini berlaku untuk gugatan secara perorangan, sedangkan gugatan secara 
kelompok (class action) dilakukan melalui peradilan umum.45 
 Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) adalah badan 
yang bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku 
usaha dan konsumen. 
 BPSK adalah pengadilan khusus konsumen (small claim court) 
yang sangat diharapkan dapat menjawab tuntutan masyarakat agar proses 
berperkara berjalan cepat, mudah, dan murah. Cepat karena penyelesaian 
sengketa melalui BPSK harus sudah diputus dalam tenggang waktu 21 
hari kerja, dan tidak dimungkinkan banding yang dapat memperlama 
proses penyelesaian perkara.46 Mudah karena prosedur administratif dan 
proses pengambilan putusan yang sangat sederhana, dan dapat dilakukan 
sendiri oleh para pihak tanpa diperlukan kuasa hukum. Murah karena 
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biaya persidangan yang dibebankan sangat ringan dan dapat terjangkau 
oleh konsumen.47 
 Dengan demikian, BPSK hanya menerima perkara yang nilai 
kerugiannya kecil. Pemeriksaan dilakukan oleh hakim tunggal dan 
kehadiran penuh pihak ketiga (pengacara) sebagai wakil pihak yang 
bersengketa tidak diperkenankan. Putusan dari BPSK tidak dapat 
dibanding kecuali bertentangan dengan hukum yang berlaku.48 
 Keberadaan BPSK dapat menjadi bagian dari pemerataan keadilan, 
terutama bagi konsumen yang merasa diragukan oleh pelaku usaha, 
karena sengketa diantara konsumen dan pelaku usaha, biasanya 
nominalnya kecil sehingga tidak bisa mengajukan sengketanya di 
pengadilan karena tidak sebanding antara biaya perkara dengan besarnya 
kerugian yang akan dituntut. 
 Jika putusan BPSK dapat diterima oleh kedua belah pihak, maka 
putusan BPSK bersifat final dan mengikat, sehingga tidak perlu diajukan 
ke pengadilan. Keberadaan BPSK juga diharapkan akan mengurangi 
beban tumpukan perkara di pengadilan 
5) Penyelesaian Melalui Peradilan Umum. 
 Walaupun putusan yang dijatuhkan majelis BPSK bersifat final dan 
mengikat, pihak-pihak yang tidak setuju atas putusan tersebut dapat 
mengajukan keberatan kepada pengadilan negeri untuk diputuskan dalam 
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waktu 21 hari dengan waktu 14 hari untuk mengajukan keberatan ke 
pengadilan negeri. Terhadap putusan pengadilan negeri ini dapat 
diajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung RI yang akan 
diputuskan dalam waktu 30 hari, dengan waktu 14 hari untuk 
mengajukan kasasi.49 
 Penyelesaian sengketa melalui pengadilan dijelaskan dalam pasal 
48 UU No.8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dijelaskan 
bahwa penyelesaian sengketa konsumen melalui pengadilan mengacu 
pada ketentuan tentang peradilan umum yang berlaku dengan 
memperlihatkan ketentuan yang terdapat dalam pasal 45 UU No. 8 tahun 
1999 tentang Perlindungan Konsumen. 
 Penyelesaian sengketa melalui pengadilan, dalam dunia bisnis 
merupakan suatu masalah tersendiri, dikarenakan dalam penyelesaian 
sengketa di dalam pengadilan sangat membutuhkan biaya banyak, 
sedangkan kita tahu bahwa dunia bisnis sangat menghendaki 
penyelesaian sengketa dengan harga murah dan cepat. Disamping itu 
penyelesaian sengketa di dalam pengadilan dapat merusak hubungan 
pelaku bisnis dengan siapa dia pernah terlibat sengketa, dikarenakan 
penyelesaian sengketa dalam pengadilan akan berakhir dengan kekalahan 
salah satu pihak. 
 Upaya-upaya hukum yang telah disebutkan di atas dapat ditempuh 
oleh konsumen yang merasa dirugikan dihasilkan oleh pelaku usaha. 
                                                             






Walaupun terdapat upaya hukum yang dijamin oleh UU Perlindungan 
Konsumen, ternyata dalam prakteknya konsumen sering mengalami 
kesulitan dalam mengajukan gugatan, antara lain karena pelaku usaha 
yang akan digugat oleh konsumen tidak jelas, baik nama atau alamatnya 
maka, gugatan pun tidak dapat ditentukan karena tidak ada pihak yang 


























Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut : 
1. Dalam operasional dan praktik pengelolaan Pessona Hotel sudah sesuai 
dengan Penerapan Nilai Syariah Dalam Kegiatan Perhotelan, dimana 
Pessona Hotel pengelolaannya dilakukan dengan baik dengan cara sangat 
selektif dalam memilih tamu dan menghindarkan hal-hal yang dilarang 
oleh syara terutama dalam pengelolaan fasilitas dan operasional seperti 
mereka menjauhkan hotel dari diskotik, perzinahan, club, dan bar juga 
makanan minuman haram (miras). Kemudian ornamen yang disediakan 
juga jauh dari kata syirik berupa patung dan lain-lain. Selain itu 
perlengkapan ibadah juga sudah tersedia dan tertata dengan rapi dihotel 
sehingga memberikan kesan nyaman bagi tamu yang datang. 
2. Kendala bisnis yang dihadapi dalam penerapan nilai syariah dalam 
kegiatan perhotelan ialah dalam mendirikan hotel syariah secara 
Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia 
Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel 
Syariah, belum bisa dikatakan Usaha Bisnis Syariah secara resmi 
maupun secara legal di karenakan belum terdaftarnya hotel dalam 





mengawasi serta menjamin dapat terjalannya prinsip-prinsip syariah 
secara benar dan konsisten. Sehingga hotel syariah yang belum memiliki 
sertifikasi. Beberapa hotel di Kota Tegal yang menamakan diri sebagai 
hotel syariah namun belum mengantongi sertifikat syariah. Namun untuk 
menjadi hotel syariah, persoalan sertifikasi syariah memang masih 
menjadi kendala. Selain disebabkan belum banyaknya kesadaran 
pengelola hotel untuk mengurus sertifikat disebabkan pula minimnya 
asesor Lembaga Sertifikasi Usaha (LSU) yang memiliki spesifikasi 
dalam bidang syariah. Sehingga untuk pengurusan aspek syariah pada 
perhotelan di Kota Tegal memang baru mencakup makanan dan 
minuman saja. 
B. Saran 
Berdasarkan kesimpulan diatas, maka dapat disarankan sebagai berikut : 
1. Perlu adanya Sosialisasi/Promosi dari pihak hotel terkait standar 
Penerapan Nilai Syariah di Hotel tersebut 
2. Bagi pengusaha, sebaiknya sebagai hotel yang berbasis syari’ah perlu 
dikukuhkan maupun dikuatkan dengan adanya sertifikasi syariah, adanya 
sertifikat dalam mendirikan hotel syariah, serta adanya pengawasan dalam 
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